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RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (3),
Pasal 16 ayat (5), Pasal 31 ayat (5), Pasal 36 ayat (5), Pasal 54
ayat (5), Pasal 84 ayat (8), Pasal 89 ayat (7), Pasal 92 ayat
(11), Pasal 93 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 7056);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 118);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK
DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
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secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang

dapat dikenai Pajak. | Commented [N1: dikenai

3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk
wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor.

7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak
milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua
pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi
karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau
pemasukan ke dalam badan usaha.

8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis
jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman.

11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di
bawah permukaan Bumi.

12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

13. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di
atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
di bidang pertanahan dan Bangunan.
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14. Pajak barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya
disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh
konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa
tertentu.

15. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau
minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan,
baik secara langsung maupun tidak langsung, atau
melalui pesanan oleh restoran.

16. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan
oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan
untuk bermacam peralatan listrik.

17. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang
dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan
minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

18. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan
dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk
ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat
penitipan Kendaraan Bermotor.

19. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian
untuk dinikmati.

20. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan
reklame.

21. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau menarik perhatian umum
terhadap sesuatu.

22. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah
Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah.

23. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan
tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

24. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan
dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi
untuk dimanfaatkan.

25. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-
undangan di bidang mineral dan batu bara.

26. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut
persentase tertentu.

27. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh
kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang
dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau
nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan
Daerah.

Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan
tertentu.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan
besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan
Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek
Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah.

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang
selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data
bangunan secara rinci sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada
Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
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40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada
Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak,
jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
Pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat
Keputusan  Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau
pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib

Pajak.
Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk menilai kelengkapan pengisian surat

pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan
dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya serta
kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang
dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan
Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas Wajib Pajak, dan/ atau tempat lain yang dianggap
perlu oleh Pemeriksa.

Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan
di kantor Badan Pendapatan Daerah atau Instansi
Pelaksana Pemungut Pajak dan/ atau kantor-kantor di
lingkungan Pemerintah Daerah.
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Surat  Perintah  Pemeriksaan yang  selanjutnya
disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan
Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat  Pemberitahuan  Hasil Pemeriksaan  yang
selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi
tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang
dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan
sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan
perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya
disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak
dan Pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya
dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang
disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan
sanksi administrasi.

Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat
KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat
oleh pemeriksa mengenai prosedur pemeriksaan yang
ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang
dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan
yang  diambil sehubungan dengan  pelaksanan
pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat
LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan
hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara
ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan
tujuan Pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya
disebut LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian
Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat
ketetapan pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar
Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya
penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan,
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,
dan menjual barang yang telah disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan
penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak
kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh
tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak
dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat
ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
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60.

6l.

62.

63.

64.

65.
66.

67.

68.

69.

70.

71.
72.

73.

74.

75.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat
untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang
Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan
Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus,
pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan
penyanderaan.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka
waktu tertentu.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu)
tahun  kalender, kecuali apabila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

Hari adalah hari kerja.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BKAD adalah BKAD Kabupaten Kulon Progo.
Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di Wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian
Wilayah Kabupaten.

Kelurahan adalah bagian wilayah kerja Lurah sebagai
Perangkat kapanewon dalam wilayah kerja Kapanewon.
Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal wusul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

Lurah adalah sebutan Kepala Desa di Wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah
Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan
kewajiban wuntuk menyelenggarakan rumah tangga
Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan
Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo.

Pemerintah Kalurahan/Kelurahan adalah Pemerintah
Kalurahan/Kelurahan di Kabupaten Kulon Progo

Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Bagian Kesatu
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Pasal 2

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi
atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif
atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu
tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau
dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau
menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak
terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Bupati.

(3) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dikecualikan untuk BPHTB.

Bagian Kedua
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 3

(1) Tahun Pajak untuk PBB-P2 merupakan jangka waktu
yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

(2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya
kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi
dan/atau Bangunan.

(8) Saat penentuan untuk menghitung PBB-P2 terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan
keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 4
(1) Saat terutangnya BPHTB pada saat terjadinya perolehan
tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya
perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat,
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha,
pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa
oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya
ke kantor yang membidangi pertanahan untuk
waris;

d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim,;

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan
pemberian hak untuk pemberian hak baru atas
tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
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f.  pada tanggal diterbitkannya surat keputusan
pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar
pelepasan hak; dan

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk
lelang.

(2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak
menggunakan perjanjian pengikatan  jual beli
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat
terutang BPHTB pada saat ditandatanganinya akta jual
beli.

Bagian Keempat
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 5

(1) Masa Pajak untuk PBJT merupakan jangka waktu yang
lamanya 1 (satu) bulan kalender.

(2) Dikecualikan dari ketentuan Masa Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Masa Pajak PBJT atas jasa
kesenian dan hiburan yang penyelenggaraannya bersifat
insidental yaitu selama penyelenggaraan hiburan
berlangsung.

(3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan
dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan
dan/atau Minuman;

b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk
PBJT atas Tenaga Listrik;

c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan
untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan
tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan
Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan
Hiburan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 6
(1) Masa Pajak untuk Pajak Reklame merupakan jangka
waktu penyelenggaraan reklame.
(2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat
terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Bagian Keenam
Pajak Air Tanah

Pasal 7
(1) Masa Pajak untuk PAT merupakan jangka waktu yang
lamanya 1 (satu) bulan kalender.
(2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
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(1) Masa Pajak untuk Pajak MBLB merupakan jangka waktu
yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

(2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat
terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Kedelapan
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
Pasal 9

(1) Masa Opsen PKB sesuai dengan masa PKB.

(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat
terutangnya PKB.

Bagian Kesembilan
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pasal 10

(1) Masa Opsen BBNKB sesuai dengan masa BBNKB.

(2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat
terutangnya BBNKB.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK, PENETAPAN
BESARAN PAJAK TERUTANG, PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN PAJAK
Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak
Pasal 11

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan
Pajak Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan
objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan
menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak,
termasuk informasi geografis objek Pajak untuk
keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(2) Pendataan PBB-P2 dilakukan untuk seluruh Bumi dan/
atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui pendaftaran, pemutakhiran, dan/atau
pemetaan.

Pasal 12

(1) Wajib Pajak wajib melakukan pendaftaran diri dan/atau
objek Pajaknya kepada Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi  Pengelolaan Pajak Daerah  dengan
permohonan melalui sistem berbasis elektronik atau
secara manual/tertulis.

(2) Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan/atau objek
Pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melampirkan:

a. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga
bagi Wajib Pajak orang pribadi;
‘ﬁ s \}‘ 1 %{,./ ¢' Dj’fq’é/ -f;;_% Q_::.? g ,,I,Lr'i]
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(4)

(1)

(1)

(3)

b. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga
penanggung jawab badan; dan/atau

c. fotokopi akta pendirian perusahaan bagi Wajib Pajak
Badan dilengkapi dengan nomor induk berusaha
bagi yang sudah memiliki.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Wajib Pajak untuk jenis Pajak PBB-P2, Pajak Reklame

dan PAT melampirkan:

a. formulir surat pendaftaran objek Pajak untuk Pajak
Reklame dan PAT; dan

b. SPOP untuk PBB-P2.

Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga

Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau

badan usaha milik Daerah.

Format Surat Pendaftaran Objek Pajak tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 13
Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD atas pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang
diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pengelolaan Pajak Daerah.
Selain NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah  dapat menerbitkan nomor registrasi,
NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan
untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek
Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak
Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan
data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 14
Dalam hal terdapat Wajib Pajak yang tidak lagi
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak
Daerah dapat melakukan pemutakhiran data melalui
penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor
registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang
dipersamakan.
Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor
registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang
dipersamakan dapat dilakukan secara jabatan atau atas
dasar permohonan Wajib Pajak.
Persyaratan subjektif dan objektif Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak
meninggalkan ahli waris;
b. Wajib Pajak Badan telah dibubarkan secara resmi;
c. Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD;
d. Wajib Pajak telah menghentikan kegiatan usahanya;
atau
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(4)

(5)

(1)

(2)
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e. Wajib Pajak dengan status tidak aktif, tidak
mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata tidak
menunjukkan adanya kegiatan usaha.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilampiri dengan:

a. dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak sudah
meninggal dunia serta surat keterangan tidak
mempunyai ahli waris yang diketahui oleh pihak yang
berwenang;

b. akta pembubaran badan usaha,;

c. surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD
ganda dan fotokopi semua NPWPD untuk Wajib Pajak
yang mempunyai lebih dari 1 (satu) NPWPD;

d. surat pernyataan bahwa Wajib Pajak menghentikan
kegiatan usahanya; dan/atau

e. surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk
penerima kuasa dalam hal dikuasakan.

Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD,

nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain

yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat

Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah

harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu

paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan
diterima secara lengkap.

Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka

waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap
disetujui.

Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor

registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang

dipersamakan secara jabatan atau atas dasar
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa

keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan
kembali.

Pasal 15

BKAD menyampaikan SPOP kepada Subjek Pajak atau
Wajib  Pajak  dalam  rangka  Pendaftaran dan
Pemutakhiran PBB-P2.

SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan ketentuan:

a. diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta

ditandatangani oleh :

1. Subjek Pajak atau Wajib Pajak;

2. pengurus/direksi/yang diberi kuasa dalam hal
yang menjadi Subjek Pajak atau Wajib Pajak
berupa Badan;

b. dilampiri surat kuasa dalam hal ditandatangani oleh
penerima kuasa;
c. harus disertai dengan data pendukung untuk isian

SPOP; dan/atau
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(1)

(2)

(4)

d. bagi Wajib Pajak yang memiliki bangunan, SPOP
dilampiri LSPOP.

Pengisian dengan jelas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a berupa pengisian data dalam SPOP agar tidak

menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara

maupun Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

Pengisian dengan benar sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a berupa semua data yang dilaporkan

harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pengisian dengan lengkap sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a SPOP memuat semua unsur yang harus

dilaporkan.

Format SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Penyampaian SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (1) dapat dilakukan secara langsung, melalui pos,

jasa pengiriman, pesan elektronik, aplikasi online atau

cara lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah
yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah.

Tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau Wajib

Pajak ditetapkan berdasarkan:

a. tanggal bukti diterima, dalam hal SPOP disampaikan
secara langsung;

b. tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dikirim
melalui pos atau jasa pengiriman, pesan elektronik,
aplikasi online; atau

c. tanggal lain yang ditetapkan oleh BKAD, dalam hal
SPOP disampaikan melalui cara lain.

Pasal 17
Subjek Pajak atau Wajib Pajak wajib mengembalikan
SPOP kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Pengelolaan Pajak Daerah  atau tempat lain yang
ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pengelolaan Pajak Daerah paling lama 30
(tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh
Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
Subjek Pajak atau Wajib Pajak dapat menyampaikan
surat pemberitahuan penundaan pengembalian SPOP
kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Pengelolaan Pajak Daerah.
Surat pemberitahuan penundaan pengembalian SPOP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima oleh
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah sebelum jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
Penundaan pengembalian SPOP dilakukan paling lama
14 (empat belas) hari setelah jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berakhir.
Format surat pemberitahuan penundaan pengembalian
SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
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(3)

(5)

(2)

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18
Dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak pada Tahun
Pajak yang bersangkutan bukan sebagai Subjek Pajak
atau Wajib Pajak, Subjek Pajak atau Wajib Pajak
memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah
dengan disertai bukti pendukung.
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa data, dan/atau informasi yang berasal dari
pihak lain.
Pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
sebelum atau sesudah Subjek Pajak atau Wajib Pajak
menerima SPOP dari Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pengelolaan Pajak Daerah.
Dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak telah menerima
SPOP, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
tanggal diterimanya SPOP.
Berdasarkan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah
melakukan penelitian untuk menentukan terpenuhi atau
tidaknya persyaratan subjektif dan objektif.

Pasal 19

Dalam hal SPOP belum dikembalikan setelah jangka

waktu:

a. 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak
tidak menyampaikan surat pemberitahuan
penundaan pengembalian SPOP; atau

b. 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (4);

BKAD menerbitkan Surat Teguran dan menyampaikan

kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

Subjek Pajak atau Wajib Pajak mengembalikan SPOP

dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari

setelah tanggal tanda terima atau tanggal bukti
pengiriman surat teguran pengembalian SPOP.

Format Surat Teguran Pengembalian SPOP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 20
Dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak mendaftarkan
atau memutakhirkan sendiri data Objek Pajak dan/atau
Subjek Pajak atau Wajib Pajak, pengisian dan
penyampaian SPOP dilakukan di kantor BKAD atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah.
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(2) Pengisian dan penyampaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun
melalui aplikasi online.

Pasal 21

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah melakukan penelitian terhadap SPOP yang
telah dikembalikan atau disampaikan oleh Subjek Pajak
atau Wajib Pajak baik secara langsung maupun melalui
aplikasi online.

(2) Dalam hal SPOP yang telah dikembalikan atau
disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak, SPOP
dianggap tidak dikembalikan atau tidak disampaikan.

Pasal 22

(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdapat indikasi
dalam pengisian SPOP tidak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan perpajakan, Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah
dapat meminta klarifikasi kepada Subjek Pajak atau
Wajib Pajak.

(2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menerbitkan surat permintaan
klarifikasi.

(3) Dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) masih perlu ditindaklanjuti, dapat dilanjutkan dengan
melakukan peninjauan Objek Pajak.

(4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam laporan pelaksanaan klarifikasi.

(5) Dalam hal terdapat perbedaan data dalam SPOP dengan
hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Subjek Pajak atau Wajib Pajak menindaklanjuti dengan
melakukan pembetulan SPOP.

Pasal 23
Dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak:
a. tidak menanggapi surat permintaan klarifikasi;
b. melakukan pembetulan SPOP tetapi tidak sesuai dengan
laporan pelaksanaan klarifikasi; atau
c. tidak melakukan pembetulan SPOP,
laporan pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 22 ayat (4) digunakan sebagai bahan usulan penelitian
PBB-P2 atau analisis risiko untuk usulan Pemeriksaan.

Pasal 24

(1) Berdasarkan SPOP yang telah dikembalikan atau
disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pengelolaan Pajak Daerah, pejabat penilai
atau petugas penilai yang bersifat sementara melakukan
penilaian untuk menentukan besarnya NJOP sebagai
dasar pengenaan PBB-P2.

(2) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Pengelolaan Pajak Daerah melakukan klarifikasi SPOP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Subjek Pajak
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(4)

(1)

(2)

(4)

atau Wajib Pajak tidak menanggapi, tidak melakukan
pembetulan SPOP, atau melakukan pembetulan SPOP
tetapi tidak sesuai dengan laporan pelaksanaan
klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, atas
SPOP dimaksud tetap dilakukan penilaian untuk
menentukan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan
PBB-P2.

Pasal 25
Kegiatan pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilakukan
oleh BKAD.
Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara aktif oleh BKAD atau berdasar
permohonan Wajib Pajak.
BKAD dalam melaksanakan kegiatan pendataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama
dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendataan
wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya
atau diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Struktur NOPD PBB-P2 terdiri dari 18 (delapan belas)

digit yang diatur sebagai berikut:

a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode Provinsi;

b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Kabupaten;

c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode
Kapanewon;

d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan
kode Kalurahan;

e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan
kode blok;

f.  digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan
nomor urut objek Pajak; dan

g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus untuk
menandai objek Pajak telah atau belum masuk
dalam pembentukan basis data sistem manajemen
informasi objek Pajak atau untuk kode objek Pajak
bersama atau kode khusus lain yang dibutuhkan.

Struktur NOPD untuk PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak

MBLB, terdiri dari 11 (sebelas) digit yang diatur sebagai

berikut:

a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode jenis Pajak;

b. digit ke-3 sampai ke-7 merupakan kode nomor urut
objek Pajak;

c. digit ke-8 dan ke-9 merupakan kode Kapanewon;
dan

d. digit ke-10 dan ke-11 merupakan kode Kalurahan.

Pendataan terhadap mutasi seluruhnya untuk NOPD

PBB-P2 tidak menghilangkan NOPD asal.

Pendataan terhadap mutasi sebagian, masing-masing

penerima pecahan untuk NOPD PBB-P2 mendapatkan
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NOPD baru, selanjutnya sisa objek Pajak tetap
menggunakan NOPD asal.

(5) Pendataan terhadap mutasi untuk NOPD PBB-P2 tanpa
ada sisa objek Pajak maka NOPD asal diberikan kepada
salah satu penerima mutasi.

Pasal 27

(1) Wajib Pajak untuk mendapatkan NOPD baru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) harus
melakukan pengisian dan penyampaian SPOP dengan
melampirkan:

a. fotokopi alat bukti kepemilikan, penguasaan, atau
pemanfaatan tanah dan/atau bangunan;

b. surat keterangan dari instansi lain yang berwenang
apabila tidak memiliki alat bukti kepemilikan,
penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan/atau
bangunan;

c. Dbagi Wajib Pajak yang memiliki bangunan, SPOP
dilampiri LSPOP dan ditandatangani Wajib Pajak
atau kuasanya.

(2) Dalam hal dikeluarkannya NOPD karena objek PBB-P2
baru atau objek PBB-P2 yang belum terdata bukan
karena pemecahan maka persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambahkan fotokopi SPPT yang
berbatasan langsung.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 28

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah menetapkan Pajak terutang berdasarkan
surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah
dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh
Daerah.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau
keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang
lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan
surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak
Daerah dapat menetapkan Pajak terutang dengan
menggunakan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(4) Pajak terutang untuk jenis Pajak PBB-P2, Pajak Reklame,
dan PAT ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak
terutangnya Pajak.
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(5) Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan
SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)
huruf b dengan menggunakan SPPT.

(2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam
hal:

a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan
setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana ditentukan
dalam Surat Teguran; dan/atau

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar
dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan
SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 30

(1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
dan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
dapat ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pengelolaan Pajak Daerah dengan
menggunakan tanda tangan elektronik.

(2) Dalam hal tanda tangan elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan,
penetapan SKPD dan SPPT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan tanda tangan dan cap basah
sesuai ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 31

(1) SPPT yang telah ditetapkan diterbitkan pada awal tahun
Tahun Pajak secara massal.

(2) Selain diterbitkan pada awal tahun Tahun Pajak secara
massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
rangka pelayanan SPPT dapat diterbitkan sesuai
kebutuhan pelayanan.

(3) SPPT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak dengan
mekanisme sebagai berikut:

a. BKAD melakukan rekapitulasi SPPT dan disusun
dalam daftar himpunan ketetapan PBB-P2;

b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Pengelolaan Pajak Daerah menyerahkan SPPT dan
daftar himpunan ketetapan Pajak sebagaimana
dimaksud pada huruf a kepada Pemerintah
Kalurahan/Kelurahan melalui Kapanewon;

c. penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf b
dituangkan dalam berita acara serah terima SPPT
dan daftar himpunan ketetapan Pajak;
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d. Pemerintah Kalurahan/Kelurahan berkewajiban
meneliti SPPT dan daftar himpunan ketetapan Pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf b;

e. hasil penelitian SPPT sebagaimana dimaksud pada
huruf d dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah
yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah disertai
data pendukung;

f. Pemerintah Kalurahan/Kelurahan menyampaikan
SPPT sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada
Wajib Pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diserahkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pengelolaan Pajak Daerah; dan

g. Pemerintah Kalurahan/Kelurahan melaporkan
penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada
huruf f kepada Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pengelolaan Pajak Daerah.

Format berita acara serah terima SPPT dan daftar

himpunan ketetapan Pajak, format laporan penelitan

SPPT, format laporan penyampaian SPPT, format SPPT,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 32
Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran
Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD atau
dokumen yang dipersamakan.
Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem
pembayaran berbasis elektronik atau pembayaran tunai.
Penyetoran Pajak oleh Wajib Pajak sesuai dengan
nominal Pajak yang dipungut.

Pasal 33

Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak
terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Bupati paling lama:
a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); dan
b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak
terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak PBJT, Pajak MBLB,
paling lama tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak, kecuali PBJT Tenaga Listrik paling
lama tanggal 20 bulan berikutnya.
Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor
tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari
Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau
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disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan
menggunakan STPD.

Pasal 34

Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan dihitung berdasarkan

nilai perolehan objek Pajak.

Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian

pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual

beli mengakibatkan:

a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang,
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak
melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat dilunasi

pada saat penandatanganan akta jual beli.

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB,

Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek

BPHTB.

Pasal 35

Dalam hal jumlah pembayaran yang diterima oleh

penyedia Makanan dan/atau Minuman, sudah termasuk

PBJT, dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau

Minuman dengan ketentuan:

a. jumlah pembayaran dibagi 108% (seratus delapan
persen) untuk Kategori A restoran/rumah makan
berskala lokal atau dengan peredaran usaha
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan

b.jumlah pembayaran dibagi 110% (seratus sepuluh
persen) untuk Kategori B restoran/rumah makan
berskala nasional/ internasional dengan peredaran
usaha di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

Dalam hal jumlah pembayaran yang diterima oleh

penyedia Makanan dan/atau Minuman, belum termasuk

PBJT, dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau

Minuman dengan ketentuan jumlah pembayaran dibagi

100% (seratus persen).

Pasal 36
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa
Reklame.
NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan memperhatikan:
a. biaya pembuatan dan pemasangan,;
b. biaya pemeliharaan;
c. lama pemasangan;
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d. nilai strategis; dan
e. jenis reklame.

(3) Rumus perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

(1) Komponen perhitungan nilai sewa Reklame untuk biaya
pembuatan dan pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis
Reklame dan lama pemasangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (2) diatur sebagai berikut:

a. untuk menghitung biaya pembuatan dan pemasangan
ditentukan berdasarkan besarnya biaya standar yang
dinyatakan dalam rupiah;

b. untuk menghitung biaya pemeliharaan ditentukan
sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya pembuatan
dan pemasangan reklame kecuali untuk jenis
Reklame melekat, selebaran, peragaan, suara dan
berjalan tidak diperhitungkan biaya pemeliharaan;
dan

c. untuk menghitung jenis Reklame dan lama
pemasangan Reklame ditentukan dengan nilai
koefisien.

(2) Biaya standar, prosentase biaya pemeliharaan dan nilai
koefisen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b dan huruf c, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

(1) Nilai ~ strategis pemasangan Reklame sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d ditentukan
oleh faktor:

a. kawasan

b. ukuran Reklame;
c. sudut pandang;
d. fungsi jalan;

e. Harga titik.

(2) Untuk menghitung nilai strategis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d setiap
faktor dimaksud diberi bobot dan nilai.

(3) Apabila terdapat pemasangan Reklame masuk ke dalam
lebih dari satu kawasan, maka nilai Kawasan yang
dipakai sebagai dasar perhitungan adalah nilai kawasan
yang tertinggi.

(4) Bobot dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang
merupakan bagian tidak yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 39
(1) Nilai strategis dihitung dari koefisien titik dibagi nilai titik
simpul dikali harga titik simpul.
(2) koefisien titik diperoleh dengan menjumlahkan perkalian
antara bobot dan nilai dari seluruh faktor.
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(3) Untuk jenis Reklame berjalan nilai titik tidak ditentukan
berdasarkan perkalian antara bobot dan nilai tetapi
langsung menggunakan harga titik jenis Reklame
berjalan.

Pasal 40

(1) Untuk menentukan nilai strategis pada lokasi Reklame
ditentukan satu titik simpul sebagai dasar perhitungan
nilai strategis.

(2) Titik simpul ditetapkan sebesar 9,8 (sembilan koma
delapan) untuk jenis Reklame pada kawasan khusus
dengan luas Reklame lebih besar dari 22,6 m? (dua puluh
dua koma enam meter persegi), sudut pandang 3 (tiga)
arah pada jalan arteri primer.

(3) Harga titik simpul, ditetapkan sebesar Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah).

Pasal 41

(1) Nilai strategis pemasangan Reklame untuk jenis Reklame
selain Reklame megatron, Reklame bilboard dan Reklame
baliho besarnya dihitung dan ditetapkan sebesar 70%
(tujuh puluh persen) dari nilai strategis Reklame megatron,
Reklame bilboard dan Reklame baliho.

(2) Penetapan lokasi, tingkat strategis dan fungsi jalan,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Pasal 43
(1) Harga dasar pengenaan Pajak Reklame untuk Reklame
udara, Reklame melekat, Reklame selebaran, Reklame
film/slide, Reklame peragaan, Reklame suara, Reklame
apung dan Reklame berjalan adalah:

a. Reklame udara: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per
buah per bulan;

b. Reklame melekat: Rp50.000,00/m?2 (lima puluh ribu
rupiah per meter persegi), paling sedikit Rp400.000,00
(empat ratus ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan;

c. Reklame selebaran: Rp30.000,00/m? (tiga puluh ribu
rupiah per meter persegi), paling sedikit Rp400.000,00
(empat ratus ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan;

d. Reklame film/slide: Rp600.000,00/m? (enam ratus
ribu rupiah per meter persegi) media/luas layar yang
dipergunakan, paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah);

e. Reklame peragaan: Rp600.000,00/m? enam ratus ribu
rupiah per meter persegi) media/luas panggung yang
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dipergunakan, paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah);

f. Reklame suara: Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
per penyelenggaraan;

g. Reklame apung: Rp400.000,00 (empat ratus ribu
rupiah) per penyelenggaraan, paling lama 1(satu) bulan;
dan

h. Reklame berjalan: Rp600.000,00 (enam ratus ribu
rupiah) setiap kali penyelenggaraan.

(2) Besarnya pajak untuk jenis reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah dari harga dasar
pengenaan Pajak Reklame dikalikan tarif Pajak Reklame.

(3) Contoh  Perhitungan Pajak Reklame, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44
(1) Objek Pajak Reklame berupa semua penyelenggaraan

Reklame.

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi,
radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan,
dan sejenisnya;

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan
dari produk sejenis lainnya;

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang
melekat pada bangunan dan/atau di dalam area
tempat usaha atau profesi yang jenis, bentuk, dan
bahan reklame dengan ukuran kurang dari atau
sama dengan 1 m? (satu meter persegi);

d. Reklame papan nama dengan ukuran luas bidang
kurang dari atau sama dengan 0,5 m? (nol koma
lima meter persegi);

e. Reklame papan nama dengan biaya pembuatan
tidak melebihi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh
ribu rupiah);

f.  Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah;

g. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka
kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak
disertai dengan iklan komersial;

h. Reklame yang diselenggarakan oleh lembaga
pendidikan dasar dan menengah kewenangan
Daerah; dan

i.  Reklame dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif,
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah selama dalam masa kampanye.

Pasal 45
(1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan PBB-P2 dapat
dibentuk tim.
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(2)

(3)

(1)

(6)

(7)

(1)

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melibatkan  Pemerintah  Kalurahan/Kelurahan dan
Kapanewon.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas
melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi
pemungutan PBB-P2.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BABV
TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 46
Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yang
meliputi BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, wajib mengisi
SPTPD.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, terutang yang telah dibayar
oleh Wajib Pajak.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal
memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per
jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah
setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD
sebagai bukti pelunasan Pajak.
Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai
SPTPD.
SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya
pembayaran.
Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peratuan Bupati ini.

Pasal 47
Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus
dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan
dilaporkan dalam SPTPD.
Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lama tanggal 12 (dua belas) setelah berakhirnya
masa pajak.
Ketentuan Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui sistem berbasis elektronik.
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(6)

(7)

(2)

Dalam hal sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tidak tersedia atau mengalami gangguan, pelaporan
dilakukan secara manual.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat
dalam rangkap 2 (dua), lembar ke-1 untuk BKAD dan
lembar ke-2 untuk Wajib Pajak.

Pasal 48
Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan
SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan
pernyataan  tertulis sepanjang belum dilakukan
Pemeriksaan.
Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan
SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun
sebelum kedaluwarsa penetapan.
Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan
SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan
Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif
berupa bunga.
Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per
bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung
dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.
Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
pokok Pajak yang kurang dibayar.

BAB VI
TATA CARA PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah secara jabatan atau atas permohonan
Wajib Pajak, dapat membetulkan:
a. kesalahan tulis;
b. kesalahan hitung; dan/atau
c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam

peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap surat keputusan atau surat
ketetapan:
SPPT;
SKPD;
SKPDKB;
SKPDKBT atau STPD;
SKPDN atau SKPDLB;
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(1)

(2)

(S)

(6)

Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB-P2;
Surat Keputusan Pembetulan,;

Surat Keputusan Keberatan;

Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;

Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
dan/atau

m. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 50

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat
keputusan atau surat ketetapan.
Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasa yang
ditunjuk paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
ditetapkan.
Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditulis dengan Bahasa Indonesia disertai dengan
alasan pembetulan dan dilampiri dengan:
a. surat kuasa dalam hal permohonan yang dikuasakan,;
b. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas

lainnya Wajib Pajak dan kuasa Wajib Pajak dalam hal

pengajuan dikuasakan,;
c. surat keputusan atau surat ketetapan Pajak; dan
d. bukti yang mendukung alasan pembetulan.
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah menindaklanjuti permohonan pembetulan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melakukan
verifikasi.
Dalam hal permohonan pembetulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak lengkap, berkas
permohonan dikembalikan untuk dilengkapi.
Dalam hal permohonan pembetulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap, Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak
Daerah menindaklanjuti permohonan dengan melakukan
Penelitian.
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah dalam rangka penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dapat meminta data, informasi
dan/atau keterangan yang diperlukan.

Pasal 51

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan
atas permohonan pembetulan dari Wajib Pajak dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
permohonan pembetulan diterima.

Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan terhadap pembetulan ketetapan
PBB-P2.

Apabila Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Pengelolaan Pajak Daerah tidak memberi keputusan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
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(1)

(3)

(1)

(1), permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan

diterbitkan surat keputusan sesuai permohonan.

Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berisi:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan
membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat
berupa menambahkan, mengurangkan, atau
menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun
sanksi administratif berupa bunga, denda, dan
kenaikan Pajak;

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil
pemeriksaan  maupun  ketetapan Pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata
cara yang ditentukan; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Pembetulan Ketetapan

Pasal 52

Dalam hal pembetulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 ayat (2) maka:

a. Permohonan pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dapat diajukan oleh
Wajib Pajak atau kuasanya paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal ditetapkan; dan

b. Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf
m diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Dalam hal permohonan pembetulan SPPT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan setelah 6

(enam) bulan sejak tanggal ditetapkan, maka pembetulan

dilakukan untuk masa pajak tahun berikutnya dan

pembayaran pajak terutang dilakukan pada tahun pajak
berkenaan.

Pengajuan  permohonan pembetulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara

perseorangan atau kolektif.

Dalam hal pengajuan permohonan pembetulan dilakukan

secara kolektif maka pengajuan harus diajukan oleh

Lurah dengan dilampiri data dukung sesuai dengan jenis

pengajuan pembetulan.

Bagian Ketiga
Pembatalan Ketetapan

Pasal 53
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah dapat melakukan pembatalan ketetapan
Pajak.
Pembatalan atas penerbitan SPPT yang tidak benar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
a. SPPT ganda;
b. objek pajak tidak ada;
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(2)

(4)

c. objek pajak/subjek pajak yang dinyatakan batal demi
hukum;
d. objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan pajak;
dan/atau
e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditetapkan secara jabatan atau berdasar permohonan
Wajib Pajak.
Dalam hal pembatalan berdasar permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud ayat (3), Wajib Pajak mengajukan
permohonan pembatalan kepada Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah.
Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didahului dengan penelitian.
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
menjadi dasar Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pengelolaan Pajak Daerah dalam
menerbitkan Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
Format permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK

Pasal 54

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan

terhadap:

SPPT;

SKPD;

SKPDKB;

SKPDKBT;

SKPDLB;

SKPDN; atau

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan terhadap materi atau isi dari surat

ketetapan Pajak.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimohonkan kepada Bupati atau Kepala Perangkat

Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pajak terutang sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah ;
dan

b. Pajak terutang lebih dari RpS50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

mencantumkan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak
yang dipotong atau dipungut berdasarkan penghitungan

Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas dan

dilampiri dengan:
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a. surat ketetapan atau surat keputusan yang diajukan
atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,
SKPDN;

b. fotokopi bukti pembayaran yang sah sesuai dengan
hasil penghitungan Wajib Pajak; dan

c. bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan.

Pembayaran atas hasil penghitungan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berkoordinasi

dengan Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan

Pajak Daerah.

Dalam hal pengajuan permohonan keberatan PBB-P2

selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditambah lampiran berupa:

a. SPPT PBB-P2 yang diajukan keberatan;

b. penghitungan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut
Wajib Pajak;

c. surat kuasa dalam hal pengajuan dikuasakan;

d. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas
lainnya Wajib Pajak dan kuasa Wajib Pajak dalam hal
pengajuan dikuasakan,;

e. fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan, dan/atau
pemanfaatan tanah dan sejenisnya; dan

f. fotokopi izin mendirikan bangunan/persetujuan
bangunan gedung atau surat keterangan dari Lurah
setempat dalam hal terdapat bangunan.

Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat

(6) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

Bukti pengiriman surat keberatan melalui pengiriman

tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda bukti

penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan

Pajak Daerah kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti

penerimaan surat keberatan.

Pasal 55
Pengajuan permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) diajukan dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN
dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan,
kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
kahar.
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
Permohonan keberatan dapat diajukan apabila Wajib
Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan
atau Pemungutan oleh pihak ketiga minimal sejumlah
yang telah disetujui Wajib Pajak.
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Pasal 56

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka
waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar
pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan.

Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 57

Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi

Pengelolaan Pajak Daerah harus memberi keputusan

atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi

Pengelolaan Pajak Daerah dalam memberikan keputusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan

Pemeriksaan.

Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat

Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam

jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal surat permohonan  keberatan  diterima

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

Apabila Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang

membidangi Pengelolaan Pajak Daerah tidak memberi

keputusan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
dianggap diterima.

Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang

membidangi Pengelolaan Pajak Daerah atas keberatan

dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak
yang terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan
Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
Penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam
surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan
oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang
dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang
dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan
keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 58
Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari
Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama
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a. Pajak Daerah yang dibayar ternyata lebih besar dari yang
seharusnya terutang; atau
b. dilakukan pembayaran Pajak Daerah yang tidak
seharusnya terutang.
Pasal 61
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24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif
berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan
dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

BAB VIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 59
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah.
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah  memberikan keputusan dalam waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Apabila Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Pengelolaan Pajak Daerah tidak memberikan suatu
keputusan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), permohonan pengembalian pembayaran Pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan
dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Dalam hal Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya,
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah
memberikan imbalan bunga dengan tarif bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 60

Kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 terjadi karena:
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(1) Permohonan pengembalian kelebihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan
besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan
yang jelas dengan melampirkan:

a. surat kuasa dalam hal pengajuan dikuasakan;

b. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas
lainnya Wajib Pajak dan kuasa Wajib Pajak dalam
hal pengajuan dikuasakan;

c. fotokopi SPPT, SKPD, STPD, surat keputusan atau
surat ketetapan Pajak lainnya yang terkait;

d. fotokopi bukti pembayaran yang sah; dan

e. surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib
Pajak, dalam hal permohonan dikuasakan maka
surat permohonan dapat ditandatangani oleh
penerima kuasa dengan dilampiri surat kuasa
bermeterai cukup.

(2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah berdasarkan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian atau
Pemeriksaan.

(3) Jika pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan,
pengajuan tersebut dikembalikan dengan disertai alasan
pengembalian.

(4) Berdasarkan hasil penelitian atau  Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah
menetapkan Keputusan.

(5) Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat berupa:

a. SKPDLB, apabila jumlah Pajak yang dibayar lebih
besar dari yang seharusnya terutang;

b. SKPDN, apabila jumlah pembayaran Pajak sama
dengan jumlah Pajak yang seharusnya terutang;
atau

c. SKPDKB, apabila jumlah Pajak yang dibayar kurang
dari jumlah Pajak yang seharusnya terutang.

(6) Permohonan pengembalian kelebihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua)
kali.

(7) Contoh format SKPDLB, SKPDN, dan SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 62
Wajib Pajak Reklame yang melakukan pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan sehingga terjadi penghentian
penyelenggaraan atas objek Pajak atau karena kehendak
sendiri melakukan penghentian Reklame sebelum Masa Pajak
berakhir tidak berhak mengajukan pengembalian pembayaran
Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1).
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TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH

Pasal 63

Pejabat pembuat akta tanah atau Notaris sesuai

kewenangannya wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib
Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan
hak atas tanah dan/atau Bangunan; dan

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual
beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan
kepada kepada Bupati melalui Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah
paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.

Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris

melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1); dan/atau

b. denda sebesar Rpl1.000.000,00 (satu juta rupiah)
untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b.

Kewajiban dan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi

pejabat pembuat akta tanah sementara.

BAB XI
PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 64
Setiap Wajib Pajak wajib membayar utang Pajak.
Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD,
SKPDKB, SPKDKRBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding merupakan dasar Penagihan.
Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi utang Pajak
setelah lewat jatuh tempo pelunasan, Bupati menunjuk
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah melakukan tindakan Penagihan.

Pasal 65

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah dalam melakukan tindakan Penagihan
berwenang:
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
b. menerbitkan:

1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain

yang sejenis;
2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
3. Surat Paksa;
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surat perintah melaksanakan penyitaan;
surat pengusulan pencegahan
surat perintah penyanderaan;
surat pencabutan sita;
pengumuman lelang;
surat penentuan harga limit;
. pembatalan lelang; dan
.surat dan media lain yang diperlukan untuk
pelaksanaan Penagihan Pajak.
Surat dan media lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b angka 11 antara lain berupa surat imbauan,
penempelan stiker, dan/atau penempelan plang.

mEYoNoOk
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Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 66

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan

Pajak Daerah dapat menerbitkan STPD dalam waktu

paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan

Pajak Daerah dapat menerbitkan STPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk jenis Pajak yang dipungut

berdasarkan penetapan Bupati yang meliputi:

a. PBB-P2;

b. Pajak Reklame; dan

c. PAT.

Penerbitan STPD wuntuk jenis Pajak yang dipungut

berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dalam hal:

a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak
atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan

Pajak Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis

Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri

oleh Wajib Pajak yang meliputi:

a. Pajak BPHTB;

b. PBJT;

c. Pajak MBLB.

Penerbitan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut

berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal:

a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung,
atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib
Pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
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(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo

pembayaran; atau
d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa

bunga dan/atau denda.
Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf a dan huruf b,
berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah
dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak
yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) huruf c, dikenai sanksi
administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam
persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.
Contoh format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Paragraf 1
Surat Teguran

Pasal 67
Tata cara Penagihan Pajak diawali dengan penerbitan
Surat Teguran oleh Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pengelolaan Pajak Daerah .
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh
Penanggung Pajak.
Dalam hal Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak atas
Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya,
tidak diterbitkan Surat Teguran.
Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak secara
mengangsur atau menunda sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo,
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah menerbitkan Surat Paksa tanpa didahului
Surat Teguran.
Dalam hal penerbitan Surat Teguran terdapat kesalahan
atau kekeliruan, Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pengelolaan Pajak Daerah atas permohonan
Penanggung Pajak dapat melakukan pembetulan.

Pasal 68
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Penyampaian Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

secara langsung;

pos atau jasa pengiriman surat lainnya;

surat elektronik;

aplikasi; atau

melalui sarana lain yang ditentukan oleh Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah .

pRrROoTP

Pasal 69
(1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan

Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan

Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala

Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak

Daerah dalam hal:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan negara
Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk
itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang
dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka

menghentikan atau mengecilkan kegiatan
perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di
Indonesia;

c. terdapat tanda bahwa Penanggung Pajak akan
membubarkan badan usahanya, menggabungkan
usahanya, atau memekarkan usahanya, atau
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk
lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh
pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.

(2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
minimal memuat:

a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan
Penanggung Pajak;

b. besarnya Utang Pajak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. saat pelunasan Pajak.

(3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Paragraf 2
Surat Paksa

Pasal 70

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah berwenang menerbitkan Surat Paksa.

(2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan kepada penanggung pajak apabila batas
waktu pelunasan utang Pajak dalam Surat Teguran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2)
terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak.
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(3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak
kepada Penanggung Pajak.

Pasal 71

(1) Bagian kepala Surat Paksa memuat frasa DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan
hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Surat Paksa minimal harus memuat:

a. nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan
Penanggung Pajak;

b. dasar Penagihan;

c. besarnya Utang Pajak; dan

d. perintah untuk membayar.

(3) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak
Daerah atau sebab lain, dapat diterbitkan Surat Paksa
pengganti oleh Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pengelolaan Pajak Daerah karena jabatan.

(4) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan
hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

(5) Format Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan baian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 72

(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan
pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada
Penanggung Pajak.

(2) Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak
dan dituangkan dalam berita acara sebagai pernyataan
bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
minimal berisi:

a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;

b. nama Jurusita Pajak;

Cc. nama penerima;

d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan

e. ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung Pajak.
Pasal 73

(1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh

Jurusita Pajak kepada:

a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha
atau di tempat lain yang memungkinkan;

b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama
ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung
Pajak, dalam hal Penanggung Pajak yang
bersangkutan tidak dapat dijumpai;
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(3)

(4)

(1)

(1)

c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau
yang mengurus harta peninggalannya, dalam hal
Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan
belum dibagi; atau

d. para ahli waris, dalam hal Wajib Pajak telah
meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita

Pajak kepada:

a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang,
penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat
kedudukan Badan yang bersangkutan, di tempat
tinggal mereka maupun ditempat lain yang
memungkinkan; atau

b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat
usaha Badan yang bersangkutan dalam hal Jurusita
Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang
sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa

diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau

Balai Harta Peninggalan.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam

likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau

Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau

likuidator.

Pasal 74
Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa oleh Jurusita
Pajak ditolak, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa
dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa
Penanggung Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) tidak mau menerima
Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah
diberitahukan.
Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat
dilaksanakan karena Penanggung Pajak atau pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat
(2), tidak berada di tempat, Surat Paksa disampaikan
melalui carik/sekretaris lurah setempat dengan membuat
berita acara.
Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat
tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya,
penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan
menempelkan salinan Surat Paksa pada papan
pengumuman di kantor BKAD yang menerbitkannya,
mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara
lain.

Pasal 75

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah atas permohonan Penanggung Pajak dapat
melakukan pembetulan atas Surat Paksa yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
Tindakan pelaksanaan Penagihan dilanjutkan setelah
kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibetulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pengelolaan Pajak Daerah .
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(1)

(2)

(4)
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Paragraf 3
Penyitaan

Pasal 76

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah menerbitkan surat perintah melaksanakan
Penyitaan, dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi
Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak setelah
melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh
empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan.

Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak
tidak  dilunasi setelah  dilaksanakan  penyitaan
berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah
berwenang melaksanakan penjualan secara lelang
melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

Pasal 77

Penyitaan  dilaksanakan terhadap barang milik

Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat

usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk

yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau
dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat
berupa:

a. Dbarang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang
tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo
rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau
surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan
modal pada perusahaan lain; dan/atau

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan,
dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi
dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang
bersangkutan, barang milik isteri atau suami, dan barang
milik anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dalam
barang milik isteri atau suami dikehendaki dilakukan
pemisahan secara tertulis oleh suami atau isteri
berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan.

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat

dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, barang

milik pengurus, barang milik kepala perwakilan, barang
milik kepala cabang, barang milik penanggung jawab,
barang milik pemilik modal, baik di tempat kedudukan

yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di

tempat lain.

Urutan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak

yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan

memperhatikan jumlah Utang Pajak dan biaya Penagihan

Pajak, kemudahan penjualan, atau pencairannya.

Pasal 78
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(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

Barang Dbergerak milik Penanggung Pajak yang

dikecualikan dari Penyitaan terdiri atas:

a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya
yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan
keluarga yang menjadi tanggungannya;

b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan
1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang
berada di rumah;

c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas
yang diperoleh dari negara;

d. Dbuku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan
Penanggung Pajak dan alat yang dipergunakan
untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;

e. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh
Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi
tanggungannya; atau

f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih
digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau
usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak
lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan

dari penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 79
Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan
disaksikan minimal 2 (dua) orang dengan ketentuan:
a.dewasa dan cakap;
b.penduduk Daerah; dan
c.dikenal dan dapat dipercaya oleh Jurusita Pajak.
Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak:
a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita
Pajak;
b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan; dan
b. memberitahukan tentang maksud dan tujuan
penyitaan.
Setiap pelaksanaan Penyitaan, Jurusita Pajak membuat
berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh
Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan para saksi.
Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk
menandatangani berita acara pelaksanaan sita, Jurusita
Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam
berita acara pelaksanaan sita, dan Dberita acara
pelaksanaan sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita
Pajak dan para saksi.
Berita acara pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tetap sah dan mempunyai kekuatan
mengikat.
Penyitaan tetap dapat dilaksanakan  walaupun
Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang
saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
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pejabat setempat paling rendah setingkat carik/sekretaris
lurah.

(7) Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh
Penanggung Pajak, berita acara pelaksanaan sita
ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan para saksi, dan
berita acara pelaksanaan sita tersebut tetap sah dan
mempunyai kekuatan mengikat.

(8) Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan
pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak
yang disita, atau ditempat barang bergerak dan/atau
barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat
umum.

(9) Salinan berita acara pelaksanaan sita disampaikan
kepada Penanggung Pajak dan instansi terkait.

(10) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja
Pejabat yang mengangkatnya.

Pasal 80

(1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan
sejenisnya dilaksanakan dengan ketetentuan sebagai
berikut:

a. Jurusita membuat rincian tentang jenis, jumlah,
dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar
yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan
sita; dan

b. Jurusita membuat berita acara pelaksanaan sita.

(2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang
asing dilaksanakan dengan membuat berita acara
pelaksanaan sita yang dilampiri dengan daftar rincian
jumlah uang tunai yang disita.

(3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang
disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan,
saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang
dipersamakan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang- undangan.

(4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi,
saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa
efek dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan.

(5) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan:

a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian
tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam
suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara
pelaksanaan sita;

b. membuat berita acara pelaksanaan sita; dan

c. membuat berita acara persetujuan pengalihan hak
menagih piutang dari Penanggung Pajak kepada
Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada
Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban
membayar utang.

(6) Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak
dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang
disita diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak
dan Biaya Penagihan Pajak.

19 4 o . —— 01 i .
L e LA 1B~y AT : — 4Ly o
CHINT;I"AI INSANI ‘ﬁ T T " é/ '::"E%'&;L‘[ ' FRENDfl;E;UA MULIA SOLEH JOKO i
AMELIA ANITA MARTHASARI RONI MURYANTO BUDI ~ DEWI MASRIFAH AGUSRIANTO, SH ANDIKA PRATAMA SITUMEANG gvlglglt])KUM NI MADE WULAN
KANWIL KEMENTERIAN KANWIL KEMENKUM SANTOSO BKAD KABUPATEN ~ BAGIAN HUKUM SETDA  kANWIL KEMEN LKAD KABUPATEN KAN KANWIL KEMENKUM

DIy
HUKUM DIY DIy BKAD KULON PROGO KULON PROGO KULON PROGO HUKUM KULON PROGO DIy



Pasal 86
W, ) [ el - — -yff_uﬂ
1r ‘ﬁ LAy Sy iy = FU
CHINTYA INSANIT -
ANITA MARTHASARI RONI MURYANTO BUDI ~ DEWI MASRIFAH AGUSRIANTO, SH ANDIKA
AMELIA BACIAN BORUM SETDA PRATAMA SITUMEANG
KANWIL KEMENTERIAN KANWIL KEMENKUM SANTOSO BKAD KABUPATEN KANWIL KEMEN LKAD KABUPATEN

HUKUM DIY

DIy

Pasal 81

Terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau
Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita
Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat
pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud
akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan
diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada
Penanggung Pajak.

Pasal 82
Dalam hal Penanggung Pajak berupa Badan, berita acara
pelaksanaan sita ditandatangani oleh pengurus, kepala
perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal,
atau pegawai tetap perusahaan.

Pasal 83

(1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung
Pajak.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam hal menurut Jurusita Pajak barang
dimaksud perlu disimpan di kantor BKAD atau di tempat
lain.

(3) Dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak
dan/atau Penanggung Pajak:

a. barang bergerak yang telah di sita dapat dititipkan
kepada aparat pemerintah kalurahan/kelurahan
yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita;

b. barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan
kepada aparat pemerintah kalurahan/kelurahan
yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.

(4) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat
penitipan barang yang telah disita sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 84
Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan dalam hal:
a. nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi
biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak; atau
b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk
melunasi biaya penagihan Pajak dan Utang Pajak.

Pasal 85
(1) Barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita.
(2) Penempelan segel sita dilaksanakan dengan

memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan.
(3) Segel sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

paling sedikit:

a. kata "DISITA";

b. nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita;
dan

c. larangan untuk memindahtangankan,
memindahkan hak, meminjamkan, atau merusak
barang yang disita.
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Penanggung Pajak dilarang:

a.

(1)

(3)

(4)

(1)

W,
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memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan,
meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau
merusak barang yang telah disita;

membebani barang tidak bergerak yang telah disita
dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
membebani barang bergerak yang telah disita dengan
fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu;
dan/atau

merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau
salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel
pada barang sitaan.

Pasal 87

Pencabutan sita dilaksanakan dalam hal Penanggung
Pajak telah melunasi biaya Penagihan Pajak dan Utang
Pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau
putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain oleh
Bupati.

Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita yang
diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pengelolaan Pajak Daerah .

Surat pencabutan sita sekaligus berfungsi sebagai
pencabutan berita acara pelaksanaan sita disampaikan
oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dan
instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian
penguasaan barang yang disita kepada Penanggung
Pajak.

Paragraf 4
Penjualan Barang Sitaan

Pasal 88
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah berwenang melaksanakan penjualan secara
lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita
dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak
tidak  dilunasi  setelah  dilaksanakan  penyitaan
berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
Pengumuman lelang dilaksanakan paling cepat setelah
lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak
dilakukan penyitaan
Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak
pengumuman lelang, Penanggung Pajak tidak melunasi
Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabat
melakukan penjualan barang sitaan melalui Kantor
Lelang Negara.
Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk
membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk
membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 89

Barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) meliputi:
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a. uang tunai;

b. surat berharga:

deposito berjangka;

tabungan;

saldo rekening koran;

giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan

dengan itu;

obligasi;

saham, atau surat berharga lainnya;

piutang; dan

penyertaan modal pada perusahaan lain; dan
c. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.

(2) Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk
membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak
dengan cara disetor ke kas Daerah.

o

P NG

Pasal 90

(1) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang
cukup untuk melunasi biaya penagihan Pajak dan Utang
Pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa
barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan
oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Pengelolaan Pajak Daerah kepada Penanggung Pajak
paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.

(2) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang
berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan
risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai
dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Pasal 91
(1) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh
Penanggung Pajak.
(2) Lelang tidak dilaksanakan dalam hal:
a. penanggung Pajak telah melunasi utang Pajak dan
biaya penagihan Pajak;
b. berdasarkan putusan pengadilan; atau
c. objek lelang musnah.

Pasal 92
Tata cara pelaksanaan Lelang dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pencegahan dan Penyanderaan
Pasal 93
(1) Dalam hal dibutuhkan, Jurusita Pajak dapat melakukan
pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap

Penanggung Pajak.
(2) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
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(3)

(4)

a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang
mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);dan

b. Penanggung Pajak tidak menunjukkan itikad baik
untuk melunasi Utang Pajak dalam rangkaian
proses pelaksanaan Penagihan.

Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap

Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang

Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pencegahan dan/atau penyanderaan dapat dilaksanakan

terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak

Wajib Pajak Badan atau ahli waris.

BAB XII

PEMBERIAN PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENUNDAAN

(1)

PEMBAYARAN PAJAK, PERPANJANGAN BATAS WAKTU
PEMBAYARAN ATAU PELAPORAN PAJAK, DAN
PEMBERIAN FASILITAS ANGSURAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 94
Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Pengelolaan Pajak  Daerah dapat memberikan
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran
atas pokok dan/atau sanksi Pajak, perpanjangan batas
waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dan/atau
pemberian fasilitas angsuran dengan memperhatikan
kondisi:
a. Wajib Pajak dan/atau
b. objek Pajak.
Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling sedikit berupa kemampuan membayar
Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b paling sedikit berupa lahan pertanian yang
sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati
Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak
sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang
terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara,
dan/atau kerusuhan.

Pasal 95

Pemberian pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak,
perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak dan/atau pemberian fasilitas angsuran oleh Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1)
berdasar atas permohonan Wajib Pajak.

Permohonan pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak,
perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak  dan/atau pemberian fasilitas angsuran
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1
(satu) penetapan pokok dan/atau sanksi Pajak.

(3) Dalam hal kondisi kahar pemberian pengurangan,
pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok
dan/atau sanksi Pajak, perpanjangan batas waktu
pembayaran atau pelaporan Pajak dan/atau pemberian
fasilitas angsuran oleh Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 94 ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa adanya
permohonan dari Wajib Pajak.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 96

Pemberian pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak, perpanjangan
batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dan/atau
pemberian fasilitas angsuran oleh Bupati dilaksanakan dalam
hal terjadi keadaan kahar tanpa adanya permohonan dari
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3)
mendasarkan pada pertimbangan dan telaah teknis dari:

a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan

Pajak Daerah; dan
b. Kepala Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Pengurangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 97
Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1)
diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Pajak
dan/atau sanksi Pajak.

Paragraf 2
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan

Pasal 98
(1) Kondisi wajib pajak atau tingkat likuiditas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) untuk Pajak PBB-P2
meliputi:
a. Wajib Pajak orang pribadi:

1. veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela
kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang
gerilya, atau janda/dudanya;

2. orang pribadi yang penghasilannya dari dana
pensiun, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit
dipenuhi; dan
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(2) Besarnya pengurangan yang diberikan:

a. kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 1 diberikan pengurangan
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2
yang terutang; dan

b. kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 2 dapat diberikan
pengurangan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak penerima dana pensiun perbulan
sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
diberikan pengurangan sebesar 50% (lima
puluh persen) dari PBB-P2 terutang;

2. Wajib Pajak penerima dana pensiun perbulan
lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
diberikan pengurangan sebesar 40% (empat
puluh persen) dari PBB-P2 terutang;

3. Wajib Pajak penerima dana pensiun perbulan
lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari PBB-P2 terutang;

c. kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 3 dapat diberikan
pengurangan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dengan penghasilan kurang atau
sama dengan RpS500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah) diberikan pengurangan sebesar 50%
(Lima Puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;

2. Wajib Pajak dengan penghasilan lebih dari
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai
dengan Rpl1.000.000,00 (satu juta rupiah)
diberikan pengurangan sebesar 45% (empat
puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;

3. Wajib Pajak dengan penghasilan lebih dari
Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai
dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus
ribu rupiah) diberikan pengurangan sebesar
35% (tiga puluh lima persen) dari PBB-P2
terutang;

4. Wajib Pajak dengan penghasilan lebih dari
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua
juta rupiah) diberikan pengurangan sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2
terutang.

d. tingkat likuiditas Wajib Pajak Badan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan
pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
PBB-P2 terutang.
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3. orang pribadi yang berpenghasilan rendah,

sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi.
Wajib Pajak Badan meliputi Wajib Pajak Badan yang
mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas
sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin
dibuktikan dengan laporan keuangan yang sudah
diaudit oleh Akuntan Publik.
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Pasal 99

Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
94 ayat (3) pada pajak PBB-P2 berupa:
a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. terdampak bencana alam;
c. kebakaran;
d. huru-hara; dan/atau
e. kerusuhan masal.
Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam
berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan, pergeseran tanah dan tanah
longsor.

Besarnya pengurangan yang diberikan:

a. kondisi objek Pajak berupa lahan pertanian pangan
berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dapat diberikan pengurangan sebesar 20%
(dua puluh persen) dari PBB-P2 terutang;

b. Dalam hal obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat
diberikan pengurangan sebagai berikut:

1. objek Pajak terkena dampak dengan kategori
berat, diberikan pengurangan sebesar 100%
(seratus persen);

2. objek Pajak terkena dampak dengan kategori
sedang, diberikan pengurangan sebesar 50%
(lima puluh persen); dan

3. objek Pajak terkena dampak dengan kategori
ringan, diberikan pengurangan sebesar 25%
(dua puluh lima persen).

Dalam hal terjadi pengenaan besaran Pajak yang berbeda

akibat lebih dari satu kondisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberlakukan salah satu ketentuan yang
persentase pengurangannya lebih besar.

Paragraf 3
Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah

Pasal 100

Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
94 ayat (1) untuk Pajak Reklame dan PAT:
a. mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas bagi

badan usaha; dan
b. mengalami kerugian usaha bagi perseorangan.
Besarnya Pengurangan Pajak Reklame dan PAT paling
tinggi 50% (lima puluh persen) dari ketetapan Pajak.

Paragraf 4
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 101
Kondisi Wajib Pajak atau tingkat likuiditas atau objek
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2)
dan ayat (3) pada Pajak BPHTB meliputi:
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Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru
selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah
dan/atau Bangunan lebih dari 20 (dua puluh) tahun
yang dibuktikan dengan surat pernyataan wajib
pajak dan keterangan dari pejabat Pemerintah
Daerah setempat dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak saat terutang BPHTB dengan
besaran pengurangan ditetapkan sebesar 50% (lima
puluh persen) dari BPHTB;

Wajib Pajak Badan Usaha Milik Daerah baru berdiri
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun yang
memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah sebagai
penyertaan modal pemerintah ditetapkan sebesar
100% (seratus persen) dari BPHTB;

Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah
sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh
pemerintah untuk kepentingan umum dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang
BPHTB dengan besaran pengurangan ditetapkan
sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB;

Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan
usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi
terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah
memperoleh keputusan persetujuan penggunaan
nilai buku dalam rangka penggabungan atau
peleburan usaha dari Bupati/pejabat dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang
BPHTB dengan besaran pengurangan ditetapkan
sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB;

Wajib Pajak yang memperoleh Hak Atas Tanah dan
atau Bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti
semula disebabkan bencana alam atau sebab
lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor,
gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang
terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak penandatanganan akta dengan besaran
pengurangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh
persen) dari BPHTB;

Wajib Pajak orang pribadi, veteran, aparatur sipil
negara, tentara nasional indonesia, polisi republik
indonesia, pensiunan pegawai negeri sipil,
purnawirawan tentara nasional indonesia,
purnawirawan polisi republik indonesia atau
janda/duda-nya yang memperoleh Hak Atas Tanah
dan atau Bangunan rumah dinas pemerintah dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat
terutang BPHTB dengan besaran pengurangan
ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari
BPHTB;

Wajib Pajak yang obyek pajaknya terkena bencana
alam di wilayah daerah yang perolehan haknya atau
saat terutangnya terjadi paling lama 3 bulan
sebelum terjadinya bencana dengan besaran
pengurangan ditetapkan sebesar 100% (seratus
persen) dari BPHTB;
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h. tanah dan/atau Bangunan digunakan untuk
kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-
mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain
untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim
piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari
keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi
pelayanan sosial masyarakat dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang BPHTB
dengan besaran pengurangan ditetapkan sebesar
50% (lima puluh persen) dari BPHTB.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memenuhi jangka
waktu yang ditentukan karena keadaan di luar
kekuasaannya, maka Wajib Pajak tersebut harus dapat
membuktikan keadaan tersebut.

Paragraf 5
Tata Cara Pemberian Pengurangan

Pasal 102
(1) Tata cara pemberian pengurangan atas pokok dan/atau
sanksi Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat

(1) sebagai berikut:

a. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan
pemberian pengurangan dalam bahasa Indonesia
disertai dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah;

b. Permohonan pengurangan bagi PBB-P2 dilampiri
dengan dokumen pendukung:

1. surat kuasa dalam hal pengajuan dikuasakan;
2. fotokopi:

a) kartu tanda penduduk atau bukti identitas
lainnya Wajib Pajak dan kuasa Wajib Pajak
dalam hal pengajuan dikuasakan;

b) kartu tanda anggota veteran bagi wajib
pajak orang pribadi veteran pejuang
kemerdekaan, veteran pembela
kemerdekaan, atau janda/dudanya;

c) surat keputusan tentang pengakuan,
pengesahan, dan penganugerahan gelar
kehormatan dari pejabat yang berwenang
bagi penerima tanda jasa bintang gerilya
atau janda/dudanya;

d) surat keputusan pensiun bagi orang
pribadi yang penghasilannya dari dana
pensiun;

e) surat keterangan tidak mampu dari
kalurahan/kelurahan dan  keterangan
penghasilan bagi orang pribadi yang
berpenghasilan rendah;

f)  bukti kerugian dan kesulitan likuiditas
berupa laporan keuangan atau lainnya
yang dapat dipersamakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
minimal 1 (satu) tahun terakhir bagi Wajib
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1. surat kuasa dalam hal pengajuan dikuasakan;
2. fotokopi:

a) kartu tanda penduduk atau bukti identitas
lain pemohon dan kuasa yang ditunjuk
bila dikuasakan;

b) SPPT PBB-P2 untuk tahun terutangnya
BPHTB;

c) dokumen perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan; dan

d) surat keterangan lurah atau surat
keterangan instansi lain yang terkait
permohonan;

3. bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya.
(2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bagi PBB-P2 berlaku ketentuan:

a. Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bagi PBB-P2 diajukan dalam jangka
waktu:

1. paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak:
a) tanggal ditetapkannya SPPT; atau
b) sejak tanggal terjadinya bencana alam atau
sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar
biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa dalam jangka waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya; atau
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4.

Pajak Badan yang mengalami kerugian dan
kesulitan likuiditas;

g) surat keterangan dari instansi yang
berwenang terkait lahan pangan
berkelanjutan dan seluruh lahan yang
difungsikan untuk lahan pertanian dari
instansi terkait bagi kondisi objek Pajak
lahan pertanian pangan berkelanjutan;
atau

h) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang
menyatakan bahwa objek Pajak terkena
bencana yang diketahui Lurah; dan

SPPT PBB-P2;

bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya.

Permohonan pengurangan bagi Pajak Reklame dan
PAT dilampiri dengan dokumen pendukung:

1.

RN

S.

6.

fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti
identitas lainnya Wajib Pajak dan kuasa Wajib
Pajak dalam hal pengajuan dikuasakan;

surat kuasa dalam hal pengajuan dikuasakan;
fotokopi SKPD;

bukti mengalami kerugian dan kesulitan
likuiditas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi badan usaha;
laporan keuangan bagi perseorangan yang
mengalami kerugian usaha; dan

bukti pelunasan Pajak pada Masa Pajak
sebelumnya.

Permohonan pengurangan bagi BPHTB dilampiri
dengan dokumen pendukung:
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2. paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak:
a) tanggal diterimanya SKPD dan STPD PBB-
P2; atau
b) sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan
Keberatan PBB-P2.

b. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak
sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan
pengurangan, kecuali dalam hal objek Pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

c. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan
STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, atau
dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan
Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat
Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan
Banding.

(3) Dalam hal permohonan diajukan melalui aplikasi online
maka Wajib Pajak berkewajiban mengunggah dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak berlaku bagi jenis dan objek Pajak yang
bersifat insidental seperti reklame insidental dan hiburan
insidental.

(5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah melakukan pengkajian dan penelitian atas
permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(6) Berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah
mengabulkan atau menolak mengabulkan.

(7) Jangka waktu Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pengelolaan Pajak Daerah  memberikan
keputusan mengabulkan atau menolak mengabulkan
permohonan pengurangan dalam jangka waktu paling
lama:

a. 1 (satu) bulan untuk PAT dan Pajak Reklame;

b. 6 (enam) bulan untuk BPHTB; dan

c. 6 (enam) bulan untuk PBB-P2;

sejak permohonan pengurangan diterima.

(8) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) terlampaui maka permohonan dianggap
dikabulkan.

Bagian Keempat
Pengurangan atau Pembebasan Sanksi Administratif

Pasal 103
Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1)
diberikan dalam bentuk pembebasan dari sanksi Pajak.

Pasal 104
Pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) diberikan sebesar 100%
(seratus persen) dari besaran pokok Pajak dan/atau sanksi
Pajak.
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a. diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan
mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;

b. mengemukakan jumlah sanksi administratif yang
dimohonkan pengurangan atau pembebasan dengan
disertai alasan;

c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan NPWPD;
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(4)

(5)

(1)

Pasal 105

Pengurangan atau pembebasan sanksi administratif

diberikan terhadap sanksi administratif yang tercantum

dalam STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT.

Dasar pemberian pengurangan atau pembebasan atas

pengenaan sanksi administratif diberikan karena

kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan

Wajib Pajak.

Kekhilafan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dalam hal Wajib Pajak tidak sadar atau lupa atau

pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan

dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga

mengakibatkan Wajib Pajak dikenai sanksi administratif.

Bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disebabkan:

a. Wajib Pajak tidak menerima SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD;

b. terdapat kesalahan perhitungan dalam proses
penetapan Pajak; atau

c. terdapat kesalahan tulis, dan/ atau kekeliruan dalam
penerapan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Permohonan pengurangan atau pembebasan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dapat diajukan dalam hal:

a. Wajib Pajak sedang melakukan wupaya hukum
perpajakan;

b. bunga yang dikenakan atas surat keputusan
angsuran dan/atau penundaan pembayaran; atau

c. kekhilafan Wajib Pajak yang terjadi, merupakan
suatu perbuatan pengulangan dalam kurun waktu 1
(satu) Tahun Pajak.

Pengajuan permohonan pengurangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk PBB-P2 dapat dilakukan

secara perseorangan dan kolektif.

Pasal 106

Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan sanksi
administratif paling banyak 100 % (seratus persen) atau
pembebasan atas pengenaan sanksi administratif untuk
masa Pajak tahun-tahun sebelumnya.

Pengurangan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan untuk
permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek Pajak
pada Tahun Pajak yang sama.

Pasal 107

Pengajuan permohonan pengurangan atau pembebasan
sanksi administratif harus memenuhi persyaratan:

FRENDY YOSUA MULIA

BKAD KULON PROGO KULON PROGO KULON PROGO HUKUM KULON PROGO

- -
SOLEH JOKO -

SUTOPO NI MADE WULAN
KANWIL HUKUM  KANWIL KEMENKUM
DIY DIY



4,

1r

CHINTYA INSANI
AMELIA

KANWIL KEMENTERIAN KANWIL KEMENKUM

HUKUM DIY

DIy

(1)

(2)

(2)

melampirkan fotokopi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau
pembebasan sanksi administratifnya; dan

surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak
dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 108
Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian berkas
permohonan pengurangan atau pembebasan sanksi
administratif dapat melakukan peninjauan ke lokasi
kegiatan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau
instansi terkait serta meminta dokumen penunjang selain
yang dipersyaratkan.
Wajib Pajak harus memenuhi permintaan dokumen
penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat
permintaan diterima.
Permohonan pengurangan atau pembebasan sanksi
administratif yang tidak memenuhi persyaratan,
dianggap bukan sebagai permohonan dan kepada kepada
Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima,
disertai alasan yang mendasari.

Pasal 109
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139
digunakan sebagai dasar Kepala Badan untuk mengambil
keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.
Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal diterimanya permohonan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan,
maka permohonan pengurangan atau pembebasan
sanksi administratif dianggap diterima.

Bagian Kelima
Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran atau Laporan

Pasal 110

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami
keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu
memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan
permohonan Wajib Pajak.
Tata cara pengajuan perpanjangan batas waktu
pembayaran atau pelaporan Pajak  berdasarkan
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan dalam bahasa

Indonesia disertai dengan alasan yang dapat
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dipertanggungjawabkan kepada Bupati dengan

melampirkan:

1. surat kuasa apabila pengajuan dikuasakan;

2. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti
identitas lainnya pemohon dan kuasa yang
ditunjuk bila dikuasakan;

3. fotokopi ketetapan pajak; dan

4. bukti tidak mampu memenuhi kewajiban pajak
pada waktunya karena kahar.

b. Permohonan diajukan paling lambat 9 (sembilan)
hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak
terutang, kecuali hal tersebut di luar kemampuan
Wajib Pajak, dapat diajukan setelah jatuh tempo
pembayaran pajak terutang.

(4) Dalam memberikan perpanjangan batas waktu
pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Bupati mendasarkan pada
pertimbangan dan telaah teknis dari Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah .

(5) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak terutang

Pasal 111

(1) Pemberian  fasilitas angsuran atau  penundaan
pembayaran Pajak terutang dilakukan dalam hal Wajib
Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar
sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban
pelunasan Pajak pada waktunya.

(2) Pemberian fasilitas angsuran atau  penundaan
pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan oleh Bupati berdasarkan
permohonan Wajib Pajak.

(3) Pemberian fasilitas angsuran atau  penundaan
pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya berlaku untuk Pajak dengan pokok paling
sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak
dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(5) Dalam memberikan perpanjangan batas  waktu
pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Bupati mendasarkan pada
pertimbangan dan telaah teknis dari Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah.

Pasal 112
(1) Pemberian fasilitas angsuran atau  penundaan
pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 111 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.
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(2)

(4)

Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa
angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak
dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan
yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau

penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu

24 (dua puluh empat) bulan.

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan

pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar

0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah

Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari

bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pemberian  fasilitas angsuran atau  penundaan

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku pada PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang
bersifat insidental.

Pasal 113

Tata cara pengajuan permohonan fasilitas angsuran atau
penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) sebagai berikut:

a.

Wajib Pajak mengajukan permohonan dalam bahasa
Indonesia yang memuat besarnya jumlah Pajak yang
dimohonkan untuk ditunda pembayarannya selama
jangka waktu tertentu disertai dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada Bupati dengan
melampirkan:

1. surat kuasa apabila pengajuan dikuasakan

2. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas
lainnya pemohon dan kuasa yang ditunjuk bila
pengajuan dikuasakan;

3. fotokopi ketetapan Pajak;

4. bukti tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada
waktunya karena kesulitan likuiditas atau keadaan
kahar; dan

5. bukti pelunasan pajak 2 (dua) tahun terakhir.

Permohonan diajukan paling lambat 9 (sembilan) hari

kerja sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak terutang,

kecuali hal tersebut di luar kemampuan Wajib Pajak,
dapat diajukan setelah jatuh tempo pembayaran Pajak
terutang.

Pasal 114
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat
(1) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/atau

b CA ) oo — 0
J # e gy e = Al
CHINTYA INSANIT o
AMELIA ANITA MARTHASARI RONI MURYANTO BUDI DEWI MASRIFAH AGUSRIANTO, SH ANDIKA
KANWIL KEMENTERIAN KANWIL KEMENKUM SANTOSO BKAD KABUPATEN BAGIAN HUKUM SETDA KANWIL KEMEN

HUKUM DIY

DIy

BKAD KULON PROGO KULON PROGO KULON PROGO HUKUM

FRENDY YOSUA MULIA
PRATAMA SITUMEANG
BKAD KABUPATEN
KULON PROGO

- -
SOLEH JOKO -

SUTOPO NI MADE WULAN
KANWIL HUKUM  KANWIL KEMENKUM
DIY DIY



4,

1r

CHINTYA INSANI
AMELIA

KANWIL KEMENTERIAN KANWIL KEMENKUM

HUKUM DIY

DIy

(3)

(6)

(1)

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 115
Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk
menentukan prioritas Penagihan Pajak.
Bupati dalam melakukan Pengelolaan Piutang Pajak
untuk  menentukan = Prioritas  Penagihan  Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak
Daerah.
Berdasarkan prioritas penagihan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pengelolaan Pajak Daerah memerintahkan
Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sesuai
dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 116
Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa
dapat dihapuskan.
Bupati dalam melakukan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Panitia Urusan
Piutang Daerah.
Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu
kedaluwarsa Penagihan; dan
b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal
Daerah.
Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan
piutang Pajak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Bupati yang mengatur mengenai penghapusan piutang
Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhadap
hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan
sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan,
penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan di bidang Pajak yang ditetapkan
sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan/atau objek
pajaknya dinyatakan masih tetap berlaku dan untuk
selanjutnya harus menyesuaikan berdasarkan Peraturan
Bupati ini.
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan serta Pajak Parkir

b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2012
tentang Nilai Perolehan Air Tanah dan Tata Cara
Perhitungan Pajak Air Tanah

c. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan
Obyek Pajak, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan
Pemberian Nomor Obyek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan

d. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2013
tentang Klasifikasi dan Tata Cara Penetapan Nilai
Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

e. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penerbitan, Penyampaian Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan

f. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

g. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penagihan, Angsuran, Penundaan
Pembayaran dan Penghapusan Piutang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

h. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 78 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pengurangan Keberatan dan
Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan

i. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

j- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2013
tentang Tata Cara  Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan

k. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan

I. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan,
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Serta Pajak

Parkir
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m. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan Serta Pajak Parkir

n. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah

o. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status
Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak
Daerah

p. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 75 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Penerbitan, Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

q. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2021
tentang Pemberian Keringanan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

r. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2021
tentang Pedoman Penilaian Individual Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

s. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran Pajak
Daerah Secara Elektronik

t. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2021
tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa
Denda atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 119
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan peraturan bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon
Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal
Pj. BUPATI KULON PROGO,

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,
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TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN .......... NOMOR ......
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

A. RUMUS NSR

(1) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh
dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

| BPP x Luasan | + | BP x Luasan |
NSR = = + NS x CI

) ¥ Koefisien Titik Simpul TN
NS = __ ®  Harga Titik Simpul
Titik Simpul

Keterangan :

NSR = Nilai Sewa Reklame;

BPP = Biaya Pembuatan dan Pemasangan;

BP = Biaya Pemeliharaan;

Luasan = Perkalian panjang dan lebar (satuan m2);
NS = Nilai Strategis;

C1 = Koefisien Harga Titik Simpul;

C2 = Koefisien Lama Pemasangan.

B. CONTOH FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN/PENDATAAN OBJEK

14 -~ I3 . _ f \
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A. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN/PENDATAAN.

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JI. Perwakilan No. 1 Wates, Kulon Progo 55611
Telp. (0274) 773010 psw 1301, 1302, 1303. 1304, 1308, 1300, 1307. 1308 Fax (0274)773221
Website | www bkad kulonprogokab. go id

FORMULIR PENDAFTARAN/PENDATAAN WAJIB PAJAK

PERHATIAN :

Harap diisi dalam r. 2 (dua), ditulis den, huruf CETAK

2. Ber tanda V pada kotak tersedia untuk jawaban yang diberikan
telah formulir ini dus: dan ditanda i, harap diserahkan kembali
ke la BKAD Kabupaten Kulon Progo atau dilarim melalui Pos

paling lambat tanggal ...

DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. Nama Badan / Merk Usaha

2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisil dilampirkan)
- Dusun/Jalan/RT :

- Deza

- Kecamatan $

- Kabupaten 5

- Nomor Telepon ¥

3. _Surat Izin yang dimiliki {fotocopy harus dilampirkan):

urat Izin G an

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

S. _Nama Pemilile/Pengelola :
6. Jabatan &
7. Alamat Tempat Tinggal (melampirkan identitas yang dilaporkan)

- Dusun/Jalan )
- RT/RW/ P
- Desa/Kelurahan :

- Kecamatan

- Kabupaten/Kota

- Nomor Telepon
8. Kewanban Paak -

I I Pajak Hotel

[ Lainnya: ...

G L -
Nama Jelas

Tanda Tangan
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C. CONTOH FORMAT SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK
1. PAJAK REKLAME

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO No. RS
o . Formulir  © e
wn 41.)1’;»“71;;:1.: s :lgf’: iy (l:i&lllll/l ({sr]:rz w” 1{ Bulan it e aa
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Tahun
Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo
Telepon (0274) 773221, Faksimile (0274) 773221
Website: https://bkad.kulonprogokab.go.id/, Email:
bkad@kulonprogokab.go.id
Kepada,
SURAT PENDAFTARAN Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset
OBJEK PAJAK REKLAME Daerah

Kabupaten Kulon Progo

Dengan hormat, dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami mendaftarkan
objek pajak dengan data sebagai berikut:

1. DATA WAJIB PAJAK:

a. Nama Wajib Pajak /
Penyelenggara

Reklame

(dalam hal Wajib Pajak
adalah badan/
Perusahaan, Nama Wajib
Pajak diisi Nama badan
Perusahaan

b. NIK / NIB

c. NPWP

d. Alamat

e. No. Telepon Kantor/
HP

f. NPVVPD (apabila telah
memiliki)

II. DATA OB.JEK PAJAK:

a. Nama
Usaha/Merek
Usaha
Penyelenggara
b. Alamat ¢ baernesrnsssanssarssnsamsnassans e asnsiansasns
No. Telepon Kantor /HP............
c. Jenis : b. Perpanjangan
a. Baru
Pendaftaran
d. Jenis Reklame
o # D ) phy— = -
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yang dipasang

No| Jenis Reklame Lokasi Sudut |Ukuran Lama
. Naskah Jumlah
Yang Dipasang Pemasangan | Pandang Pemasangan
1
2
3
4
5
Keterangan Jenis-Jenis Reklame: 6. reklame berjalan, termasuk pada
1. reklame papan/ billboard/ kendaraan;
videotron/megatron 7. reklame udara;
2. reklame kain; 8. reklame apung;
3. reklame melekat, stiker; 9. reklame film/ slide; dan
4. reklame selebaran; 10. reklame Peragaan.
III. Pernyataan: IV. Tanda Terima/pendataan:
Dengan ini bersedia memenuhi ketentuan terkait Izin |Diterima/pendataan tanggal:
Penyelenggaraan Reklame, menerima segala akibat| o
termasuk sanksi sanksi sesuai dengan ketentuan Yang menerima/mendata,
peraturan perundang-undangan. Saya atau yang saya Tanda Tangan
beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami|...........................
beritahukan tersebut di atas beserta lanmpiran- NIP. .......c...coocciiiiinien.
lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas serta
tidak akan menuntut pengembalian pajak yang telah
saya bayarkan jika dilakukan penghentian/ penertiban
reklame.
Wates, coviiiiiiii
Penyelenggara Reklame/Yang Diberi Kuasa,
Tanda tangan
[
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2. PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO No. Formulir * -
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Bulan I TETROREE
azr an‘{?}x_:/n AT F ) GAT)RAUTIE T Tahun T

e C.) )

Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo
Telepon (0274) 773221, Faksimile (0274) 773221
Website: https://bkad.kulonprogokab.go.id/, Email:
bkad@kulonprogokab.go.id
Kepada,
O;?]?I? 1 :f :II? ?\fg“,}iﬁl‘:ﬂ th. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kulon Progo
Dengan hormat, dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami mendaftarkan
objek pajak dengan data sebagai berikut:

I. DATA WAJIB PAJAK:

a. Nama Orang Pribadi/Badan yang:
Melakukan Pengambilan dan/ atau
Pemanfaatan Air Tanah (dalam hal
WP adalah badan, Nama WP diisi
Nama badan)

b. NIK / NIB (apabila badan)

c. NPWP § | s

d. Alamat

e. NPWPD (apabila telah memiliki)

II. DATA OBJEK PAJAK:

a. Nama Usaha/ Merek Usaha
Penyelenggara
b. Alamat

No. Telepon Kantor/HP....iveiieiisoiieimmniorssscsnsiississsssissinnn

c. Lokasi Pengambilan

d. Komponen Berpengaruh

No Faktor Nilai Air Uraian Nilai Faktor

1  |[Komponen Sumber Daya alam:

a.Jenis Sumber Air

b.Lokasi berdasar cekungan

c. Lokasi berdasar ketersediaan
jaringan

d.Kualitas Air

2 Komponen Pemulihan,

11 Peruntukan & Pengelolaan
I a.Tujuan pengambilan
1/"1 r e 4 {,./ JD)/ ,n.', AL, - “;szif' ~
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b.Volume Pengambilan
¢. Luas Area Dampak
Pengambilan
d.  Tingkat Kerusakan
Lingkungan
JUMLAH NILAl FAKTOR

UKUR PENGAMBILAN AIR TANAH: (lingkari salah satu huruf)

a. Memakai Water Meter b. Tidak menuakai Water Meter
IV. STATUS OBJEK PAJAK: (lingkari salah satu huruf)
a. Telah memiliki Izin b. Belum memiliki |c. Izin dalam proses
(Nomor; ................................. ) Izin
V. Pernyataan: VI. Tanda Terima:

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala

akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan Diterima/pendataan tanggal: ...............
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Yang menerima/mendata,
saya atau yang saya beri kuasa menyatakan Tanda Tangan

bahwa apa yang telah kami beritahukan

tersebut di atas beserta lalnpiran lampirannya| = 000 s

. NIP. ccasiciasavsssvsasass

adalah benar, lengkap dan jelas

(Wates,, «omwmmmsmsmsens:

Tanda tangan
M)]’ . 47 3\':,../ [T | T, — -yj_uﬁl ~ Ih,
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3. PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO No.
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Formulir
el an gy Gananme T3 Bulan
Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo Tahun
Telepon (0274) 773221, Faksimile (0274) 773221
Website: https://bkad.kulonprogokab.go.id/, Email:
bkad@kulonprogokab.go.id
Kepada,
SURAT PENDAFTARAN OBJEK Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset
PBJT ATAS MAKANAN DAN/ ATAU MINUMAN Daerah

Kabupaten Kulon Progo

Dengan hormat, dalam rangka Inemenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami mendaftarkan
objek pajak dengan data sebagai berikut:

I. DATA WAJIB PAJAK:

a. Nama
Wajib
Pajak

b.
NIK/NPWP
(apabila
badan)

c. Alamat

Padukuhan.........co.ooooiiiiinnnn. RT/RW...iiiiiiiiiiiiiiiiieeeens
Kalurahan.
KapanewWomn......ouiuiniiii e
No. Telepon

d. NPWPD
(apabila
telah
memiliki)

II. DATA OBJEK PAJAK:

Usaha

a. Nama Usaha/Merek

b. Alamat

Kalurahan. .. .. .. .cccccee oo o e oo ..
Kapanewon......c..coeeveeveiiiiiniininiinnannne.
No. Telepon

c. Klasifikasi Restoran
(coret yg tidak sesuai)

a. Restoran/Warung makan
b. Jasa Boga/ Katering

C.
d. Jumlah / kapasitas |1 | ... kursi
W, . [ =, _— 7P, — 20
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kursi
e. Kapasitas Pengunjung ... orang
f. Jumlah Pegawai i T pegawal
g. Pola a. Manual
Penubukuan/pencatatatan | |b. Memakai mesin register
h. Hari buka a. Setiap hari

b. Hari tertentu

III. Pernyataan:

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat
termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan, saya atau yang saya
beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami
beritahukan tersebut di atas beserta
lampiranlampirannya adalah benar, lengkap dan jelas
Wates, ...

Tanda tangan

IV. Tanda Terima/Pendataan:

Diterima/pendataan tanggal:

Yang menerima/ mendata,
Tanda Tangan

4 S f
N A - 7 gy
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4. PBJT ATAS TENAGA LISTRIK

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO No, e Formulir :
~ BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH .7 Bulan
wmanfdaanaganay dananne. 1y Tahun
Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo

Telepon (0274) 773221, Faksimile (0274) 773221
Website: https://bkad.kulonprogokab.go.id/, Email:
bkad@kulonprogokab.go.id

Kepada,
SURAT PENDAFTARAN OBJEK Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset
PBJT ATAS TENAGA LISTRIK Daerah

Kabupaten Kulon Progo
Dengan hormat, dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami mendaftarkan
objek pajak dengan data sebagai berikut :

I. DATA WAJIB PAJAK:

a. Nama Wajib
Pajak

(dalam hal WP
adalah
badan/
Perusahaan,
Nama WP diisi
Nama badan/
Perusahaan)

b. NIK/ NIB
(apabila
badan)

c. NPWP
d. Alamat

e. NPWPD T
(apabila telah
memiliki)

II. DATA OBJEK PAJAK:
a. Nama Usaha/ Merek
Usaha

b. Alamat

c. Jumlah Pelanggan dan

Klasifikasi Tarif:
\ No| Klasifikasi Pelanggan | Jml l Tarif per \ Biaya Beban \ Keterangan |
W ) [ =, — T, — = "jpﬂv'f'
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Pelanggan \ KWh

III. Pernyataan:

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala
akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai

IV. Tanda Terima/Pendataan:
Diterima/pendataan tanggal:

Yang menerima/mendata,

dengan peraturan perundang-undangan Tanda Tangan
yang berlaku, saya atau yang saya beri
kuasa menyatakan bahwa apa yang telah

kami beritahukan tersebut di atas beserta

lampiran-lampirannya adalah
lengkap dan jelas.
Wates, .ooveviiiiiiiiiieen

Tanda tangan

benar,

14 - I 0
- - - _ LTIV
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5. PBJT ATAS JASA PERHOTELAN

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

() 2
W 1 ) A1 1 ) G ST 7Y
e ) < (&)

Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo

Telepon (0274) 773221, Faksimile (0274) 773221

Website: https://bkad.kulonprogokab.go.id/, Email

No. Formulir :

bkad@kulonprogokab.go.id

SURAT PENDAFTARAN OBJEK
PBJT ATAS JASA PERHOTELAN

Kepada,

Yth. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah

Kabupaten Kulon Progo

Dengan hormat, dalam rangka menuenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami mendaftarkan

objek pajak dengan data sebagai berikut:
1. DATA WAJIB PAJAK:

a. Nama Wajib Pajak
(dalam hal WP adalah
badan/ Perusahaan,
Nama WP diisi Nama
badan/ Perusahaan)

b. NIK/ NIB (apabila
badan)

c. NPWP

d. Alamat

e. No. Telepon Kantor/ HP

f. NPWPD (apabila telah
memiliki)

II. DATA OBJEK PAJAK:

a. Nama Usaha / Merek Usaha

b. Alamat Usaha

No. Telepon/HP .

c. Kelas Hotel (Bintang)

d. Klasifikasi  Hotel:
(lingkari yang
sesuai)
N Klasifikasi No| Klasifikasi No Klasifikasi
[¢]
1 Hotel 5 Motel 9 |RumahPenginapan/Guesthouse/Bungal
o/Resort/Cottage
2 Hostel 6 Losmen 10 [Tempat tinggal pribadi yang difungsikan
sebagai hotel
", e A ora AL, — = 20 -
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3 Vila 7 Wis.m'a 11 |Glamping
Pariwisata
4 Pondok Wisata 8 Pesanggrahan
e. Klasifikasi Kamar.
No. Kelas Jumlah | Tarif Keterangan
Kamar Kamar (Rp.)
. Fasilitas Penunjang: (pada kolom keterangan, coret yang tidak sesuai)
N Jenis Fasilitas |Keterangan No |Jenis Fasilitas Keterangan
o
1 |Telepon Ada tidak 6 | Kolam Renang Ada tidak ada
ada
2 |Faksimile Ada tidak 7 |AC Ada tidak ada
ada
3 |Sarapan Ada tidak 8 |Bar Ada tidak ada
ada
4 Intemet Wifi Ada tidak 9 Bebas Rokok Ada tidak ada
ada
5 |Front Ada tidak 10
office 24 ada
jam

III. Pernyataan:

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat
termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan, saya atau saya beri
kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami
beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-
lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Wates, ..

Tanda tangan

IV. Tanda Terima/Pendataan:

Diterima/pendataan tanggal:

""""""" Yéhg menerima/mendata,
Tanda Tangan

i ~— .
1y ) i wie P
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6. PBJT ATAS JASA PARKIR

‘ PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO S

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ot

=] .:,x:r;i‘i“/;,:’_.ya Tanga sy Gampan it :

Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo No.Formulir:
Telepon (0274) 773221, Faksimile (0274) Bulan

Website: https://bkad.kulonprogokab.go.id/,

773221 Tahun

Email bkad@kulonprogokab.go.id

SURAT PENDAFTARAN Kepada,

OBJEK

PBJT ATAS JASA PARKIR [Kabupaten Kulon Progo

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dengan hormat, dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, kami mendaftarkan objek pajak dengan data sebagai berikut:
1. DATA WAJIB PAJAK :

.a. Nama Wajib
Pajak (dalam hal
WP adalah badan/
Perusahaan, Nama
WP diisi Nama
badan/
Perusahaan)

b. NIK / NIB
(apabila badan)

c. NPWP

d. Alamat

No. Telepon Kantor/HP.............c.cwme

telah memiliki)

e. NPWPD (apabila |:

II. DATA OBJEK PAJAK:

a. Nama Usaha/
Merek Usaha

b. Alamat
No. Telepon /HP....ccoooe
c. Lokasi Jalan
Penyelenggaraan Kalurahan................. . _—
Parkir KBDANEWOR:+++-svssssssees s
d. Jenis a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir

b. Pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet)

e. Luas lahan

HUKUM DIY

m2

f. Hari operasional | | a. Setiap hari, Jam .................... S/deciiiii

", _ Sl - Ao, - — A
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‘ ‘ b.Hari tertentu (v......coooviiiiiiin, )

T Tarif Parkir:

No Jenis Kendaraan Tarif Keterangan
1.

2.

3.

4.

S.

III. Pernyataan:
Dengan menyadari sepenuhnya akan

IV. Tanda Terima/Pendataan:
Diterima / pendataan tanggal:

segala akibat termasuk sanksi-sanksi

sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, saya atau yang
saya beri kuasa menyatakan bahwal
apa yang telah kami beritahukan
tersebut di atas beserta lampiran-
lampirannya adalah benar, lengkap

Yang menerima /mendata,

Tanda Tangan

dan jelas.
Wates, ...
Tanda tangan
s
1/‘1 A, - — AN
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7. PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN

",

CHINTYA INSANI
AMELIA
KANWIL

KEMENTERIAN
HUKUM DIY

ANITA MARTHASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY

RONI MURYANTO
BUDI SANTOSO
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Sy
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BKAD KABUPATEN  BAGIAN HUKUM SETDA

KULON PROGO
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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

o)
TER QIR ) 01 51 3 ) (f.»'ur/uu ASTIe= 7 1;
e C) s <)

Bulan
Tahun

Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo
Telepon (0274) 773221, Faksimile (0274) 773221
Website: https://bkad.kulonprogokab.go.id/, Email

No. Formulir :

: bkad@kulonprogokab.go.id

.Kepada,

Yth. Kepala Badan

SURAT PENDAFTARAN OBJEK
PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN

Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Kulon

Progo

Dengan hormat, dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon

Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

mendaftarkan objek pajak dengan data sebagai berikut :

Daerah, kami

I. DATA WAJIB PAJAK:

a. Nama Wajib
Pajak /
Penyelenggara
Hiburan

b. NIK/ NPWP
(apabila badan)

c. Alamat

d. NPWPD (apabila
telah memiliki)

II. DATA OBJEK PAJAK:

a. Nama
Usaha/
Merek Usaha

b. Alamat

¢ Jenis Hiburan:
. (lingkari yang sest

langsung  di
suatu Lokasi

tertentu Rekreasi wahana air,
2 Pergelaran wahana ekologi, wahana
kesenian, pendidikan, wahana
V’] r T = | ,\:../ JD)/ ,n.', T ce'—xh___- —
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N Jenis 7 |Pacuan kuda, dan

o perlombaan kendaraan

1|Tontonan film bermotor
atau  bentuk 8 Permainan ketangkasan
tontonan .
audio  visual 9 Olahraga permainan
lainnya yang dengan menggunakan
dipertontonka tempat/ ruang dan/atau
n secara peralatan dan erlen a an

untuk olahra a dan kebu
aran

— M IfI
_'?l.j'b'/
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music, tari budaya, wahana  salju,

dan/atau wahana permainan,

busana pemancingan, agrowisata,
3 [Kontes dan kebun binatan

kecantikan 1 Panti pijat dan anti refleksi
4 [Kontes 1

binaraga 1 |Diskotik, karaoke, kelab
5 |Pameran 2 'malam, bar, dan mandi
6 Pertunjukan uap/spa

sirkus, acrobat,

dan sulap
d. Lokasi Penyelenggaraan e s R e Hiburan

e. Waktu penyelenggaraan R L e A S i e
Klasifikasi layanan tiket :

N | Klasifikasi layanan tiket Kapasitas jumlah Harga
o
III. Pernyataan: IV. Tanda

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk Terima/Pendataan:
sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- Diterima/ pendataan
undangan, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan [tanggal:
bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas|
beserta lampiran lampirannya adalah benar, lengkap dan| Yang menerima/mendata,
jelas.

Tanda Tangan

Wates, .oooveviveiiiiiiiieee
| ] 0 NG ———
R S s o s o Tk ki )
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8. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO No. Formulir :
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  |........
i Am)’;‘{i;?;g] anwagancy Ganmasne. T3 Bulan HETPTOIR
Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo Tahun Bravarea

Telepon (0274) 773221, Faksimile (0274) 773221
Website: https://bkad.kulonprogokab.go.id/, Email :
bkad@kulonprogokab.go.id

Kepada
SURAT PENDAFTARAN OBJEK ’
PA.JAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN E‘:;ragepala Badan Keuangan dafigesset

BATUAN Kabupaten Kulon Progo

Dengan hormat, dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami
mendaftarkan objek pajak dengan data sebagai berikut:

1. DATA WAJIB PAJAK:

a. Nama Wajib Pajak
/ Penyelenggara MBLB

b. NIK/NIB (apabila badan) OSSR

c. NPWP
d. Alamat o [ e

o BIeon B s sicissimissseasnsssssiiismm iR Ra s

e. NPWPD (apabila telah
memiliki)

II. DATA OBJEK PAJAK:
a. Nama Usaha/ Merek Usaha DR B T D P P T P TP RPN

b. Jenis Mineral Bukan Logam:
dan Batuan

c. Nomor Jjin Usaha
Pertambangan

d. Lokasi Tambang

. LS
e. Koordinat
BT
V’] r . 4 {,../ Dj/ ,n.', AL, :"7 "":ﬁlb, f
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III. Pernyataan: IV. Tanda Terima/Pendataan:
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat Diterima/pendataan tanggal :
termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, saya atau yang
saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah
kami beritahukan tersebut di atas beserta
lampiran lampirannya adalah benar, lengkap dan
jelas.

Yang menerima/mendata,

Tanda Tangan

Wates, -
Tanda Tangan
[
W, AL o —2 20
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D. CONTOH FORMAT SPOP

i
CHINTYA INSANI
AMELIA
KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM DIY

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

MF«-W-I:IEEEEIEEEI‘

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

Selain pang diaicih Priigas {bagian yang e
i i W Pk,

e ik s dare i ki o st

1. JENIS TRAN SAK 81

|_1. Perakaman Data

u:. Pemutaknirsn Dsts

Js. Penghepuaan Data

FROV ~ KaB KEC

L]
LIL]

KELIDES BLOK NO.URUT  KODE

L OO O
LLLV LTI LLIT] [

A. INFORMASI TEMEAHAN UNTUK DATA BARU

LIC Iy il
[I1T]

|:1.Pemlllk
[ remsy

. NOP

3. NOF BERSAMA

4. NOPASAL

5. NO SPPT LamA

E. DATA SUBJEK PAJAK

|:| 2. Panysva |: +. Pengalols
[z =emn [ +-ponunany

B STATUZ

|:| & Pemakal
|:| 4. Badan

|— 5. sangketa
|_5 Lalnnys

7. PEKERJAAN

&. NOMOR KTP 3. NPWP

LTI I TIITITIIT1 LTI TIIITITT
10. NAMA SUBJEK PAJAK 11. NO. TELPJHP

LTI I T I T I I T T T I T I I LTI

12 NAMA JALSNDU SUNDUKUH 13. BLOK/KAVINOMOR

T T T 7T T 0T T 1T 1T 11

14, KELURAHANIDE 34 15. RW 16. R1
I I Y

17. KABUPATEN®OTA 15. KODE FOS

C. DATA LETAK OBJEK PAJAK

13, MO.PERSILSERTIFIKAT
LI T TT T1

20.  MAMA JALAN/DUSUNDUKUH

[TTTTTTTTTT]
2. KELURAHAMIDESA 23.RW 24.RT

COTIIT I I T ITII T IIITITTIITTI7TI0d (| [ITd

D. DATA TANAH

(TTTTTTTITT]

|_| 1. Mk
[(TLITLITTT]

|:| 1. Tanah+ |: 2. Kaviing

Bangunsn lap Eangun

21. BLOK/KAVINOMOR.

25 LUAS TANSH (MZ)

5. ZONA NILAI TANAH
4. Pakal 5. Lain-ain

28 JEMISHAK |— 2. Guna Bangunan |_| 3. GunaUsaha

27, TANGGAL SERTIFIKAT

—‘d Fasllitas

Umsm

3. JEMISTANAH

|:| 3. Tanan

Kosong

EMATan ke DA D kT, ..
Catatan
*1 vana oenafasianna semats-mats herasal dar 3l alau ana enskin

- A .

e A Sk =
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CHINTYA INSANI
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HUKUM DIY

E. DATA BANGUNAN

20 JUMLAH BANGUNAN

F.PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

3aya menystakan bahwa Informact yang baish caya barikan dalam formulic In ésrmacuk Ismpirannya acsish banar, Jsias dan langksp
menuarut keadzan yang sobenamys, Gosual dengan Ferstaran Dasrahkzbupaten Kaulon Froge Nomar 2 Takun 2013

1. HAMA BUEJEK PAJAK! 22. TANGGAL 23 TANDA TANBAN

KUABANYA

el Kabarsaen Kakn Prs +2 Tasun 013

G_IDENTITAS PENDATA/ PEJABAT YANG BERWENANG

TANGOAL FENDATAAN

. TANDA TANGAN

PETUGA EPENDATA

MENOETAHUI PEJABAT YANE BERWENANG

(LT TTITTT]

4 TANGGAL PENDATAAN

15 TANDA TANBAN

26, NAMA JELAS 25 NAMA JELAE
s | L] LI o S N 0 OO
SKET/DENAH LOKAS| QRBJEK PAJAK
u
H
KETERANGAN - Santer Peng

- @amtar setiensh iokas! abjzk sejak fenpe ke,
NG Ahwbungin dengan jaien ryaalEn pGIOHE.
jaian Angkungan dan iein-lain, yang mudan akershul

# umu;

i batas-bates pemikan seteinh utra,

ANITA MARTHASARI
KANWIL
KEMENKUM DIY

RONI MURYANTO
BUDI SANTOSO
BKAD KULON PROGO

Ty A o
Loy =
DEWI MASRIFAH AGUSRIANTO, SH ANDIKA
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LAMPIRAN SPOP
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LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir

[0 (00 (0 |

1. JEMIE TRANSAKSI

[]*. Perekaman Dats [J2 eemutiknian pata

D 4 Penitaian Individusl

[[] 2 enghapusan Dats

BANGUNAN

KEC KEL/DEE BLOK MO.URUT  WODE

[T T O 111 O

O [
A. RINCIAN DATA BANGUNAN

D 1 Persmaran D 2

u 4. TokniApetik/Fasarfuka

|:| 7. HalWisma

[ 10 Lainian [ #1. Bang Ticak ena P
[ 12 Acaremen [ 14 pomea sensin
D P ——

Perianioan Swasts
Fumah Saka/Kinic

BengkeUGudasg! Pertanan

3. JUMLAH BANCUNAN D:D
[H]

4. BANGUNAN KE

DJ Pabric

u . Diah Raga' Resreasi
[]e seun Pemecetan
|:| 12 Bangunan Sarkr

[ 18 ranch iwae

§. NO. IMB
10. TAHUN DIBANGUN
1. TRHLM DIRENOVAZ]

12, DAYA LISTRIK
TERPASANG (WATT)

14, KONDISI PADA
UMUMNYA

15. KONSTRUKSI

16. ATAP
17. DINDING
8. LANTAI

19, LANGIT-LANGIT

20, JumLaH AC |

o wunsamsousannin [T [ TT [ [ [T Jue

NRADRADEEE :
EEEN
EEEN
AERENEEEEN

TANGGAL IM3

13,40 PELANGCAN

PLN

|:| 1. Sancat Bak |:|'_ Bk |:|_- Secng |:|-| Ieiek

[t s [ sew [ sansesa O

[[] 1. Decmbon []= cusam [ 5o eiasa [+ rstes []5 sew
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[t st [z seen [ sawstaa [ way 5 sea
Alurmsiion Camtiak
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Sgltt 21, AC Sentral
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[ mmiac

23. LUAS KOLOM
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LT

RENANG M2) LI LT Jresn [T ] e
Dl. Digiester Dz Dergan [T T Jeesma [T [ ] ] ] oeraeneeume
Pelapes
15, JuMLAn DGH LAWY THE LAMFU 26. JUNLAH LIFT 27 JUMLAH TANGGA
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TENIS [T aem (] [T Penumpang
0] = [0 [T e wsooan [T]
[T raressae [N [T] esne wecasnn [ ]
Rumput
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|:| 1 BajaBes |:|; Ratw/ Bk D.‘ Seriber |:|e Adda |:|? Tikak Ada
[Js. s ssam [[Io- ada [z misasada

30. JML SALURAN

HEEN RN

3. KEDALAMAN SUNUR

32 NO. PELANGAN PDAM

PES. PABL ARTESIS [M)
. A 1Byl 2,
f e LTy =
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C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 38
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[0+ seasa [ weme
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4t warwawaroaw [ [ ][]

A BENTAAL M2}

CCITTTTT

[_[ DLAH RAGA/REFREASIIJFE =)
43 HELAE EANZUNAR _I Hrks

[z wess:

[ Horevimisma ez =
44 JENIY BOTEL

[[] monFeson

RN

a8 aLEmaTAND

47 LUAK KMA DNE
A BENTRAL M2}

[z ez s ez

[0 s s mowang mE

Brtira

s muns wn sex [TTTTTTT]

AT IENTRAL M2}

48 JUMLAH KAMAR

[[] =aneunen rarkm urz=1z
48 TRE EANOUNAN ‘. Toed

—lit;cl

[] #zarreuzsipe =1
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52 LuAz AFT OND
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[ ramzrr wervas uee =
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F. IDENTITAS PENDATA/ PEJABAT YANG BERWENANG

PFETUGAS FENDATA

OTITT7TT]
[ITTTTTT
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E. FORMAT PERNYATAAN TERTULIS PEMBETULAN SPOP OLEH
KALURAHAN

| FORM-01|

Tomar T temeemremeremmeceeeceeey TAREEAL T e
Lamp. : terlampir
Penhal : Permohonan Data Barn Eepada

Ohbyek / Subyek Pajak PEB
Vih Kepala BEAD Kzbupatan Kulon Progo

Di-
Wates

Dhberitahukan dengan hormat, bahwa berdasarkan Bukt Kepemilikan Tanzh berupa : Sertifikat /Laffer C / Model E/
Model D ataun bukti kepemilikan lamnmyva degan Nomor ..vceeeeeeeeceeeeecnn
sampal dengan saat i atas tanah/bun dan atan bangunan tersebut belum dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan sejzk

MMangenai letak tanah/bun dan atau bangunan kanu tersebut, berlokaszi di ;
Alamat Obyek :

DruzunTalan
DesaBal.

Kecamatan

Sebazai bahan pertimbanzan bersama ini tarlampir dokumen penduloums, antara lain :
2. Foto kept KTP Wajib Pajak/ pemohon;
b.  Surat Kuasa bagl yang diben kuasa;

Foto Kopi SPPT tetangza sebelzh;

SPOP dan LEPOP vang telzh di i=1;

Foto kopt Tanda Bukti Kepamilikan Hak Ataz Tanah;

Foto kopi IME apabila terdzpat bangunan pada Obyek Pajak;

Surat Ketsranzan dar Desa atan Kelurzhan;

mop

o

Dernikian kami sampaikan dengan data dan keadazn yangz sebenar-benamya. Atas dikabulkannya permohonan ini
dieapkan terima kasih,

Wayih Pajak / Kuasanyz®)

4 S f
N A - 7 gy
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FORM-02

MNeommor = teernememneemeeeeeeeey TAREERAL T
Lamp. :

Penhal : Permohonan Pembetulan Eepada:

0 [ Subyek Pajak PEB
Vith Kepala BEAD Kzbupaten Kulon Progo

Diberitahukan dengan hormat, bakwa SPPT PBB untuk Tahun
Tzjib Pajak (WE) -

MOP

Alamat WP

Jumlzh Pajzk Terntanz  Ep.
Telah kami terima pada  Tanggzal e Bulan o Tabmmo
Mammun berhubung pada  Tanggal ¢ evemenee Bulan e Tabmm e,

Setelah karni cermati dan teliti, tarnyata tardapat kesalzhan tuliz nama,
Yang Benar adalzh sabagai berikut :

Wajik Pajak (WE)
HOP
Alamat WP
DusunTalan
DezaKel
Eecamatan
Alamat Obyek Pajak
Dusun/Talan
Desa/Kel
Eecamatan
Luasan Obyek Pajak :
Tanah ! Bumi seluaz 2
Bangunan zzluas 2
Dimchonkan Mulai Th. untuk dibetullean

3ebagai bahan partimbangan berzama i terlampir dokumen, antara lain -

Foto kopi identitas pemohon;

Surat Kuasa bagl vang dikuasakan;

SPOP vang telah ditsi;

Foto kopi dan tandz bukt: pelunasan pajak 3 tzhun terakhir;
Foto kopi bukti kapamilikan;

P oRD W

Dernikian kami sampaikan denzan data dan keadazn vang sebenar-benarmya. Atas dikabulkannya parmohonan ini

dincaplan terima kasih.
Wajibh Pajak / Kuasanya®)
(Nama Jelazs)
Nemor HE. -

W ( A Ol Sy - —2
CHINTYA INSANT 'ﬁ 1 i -
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et m— e .. cevemamensamnemensmereny TAREEAL 1 e
Laryp. : terlowpiv
Perihal : Permohonan Keberatan Kepada:
Yth. Bupati Kulon Progo
melalui Kepal: BRAD Kzb. Eolon Proge

Di-
TWates

Vang bartanda tangan di bawah mi, sava -
MNama :
Alamat (lengkap)
Bertindak dan atan Sebagai Wajib Pajak atas PBB Tahun ...............dengan atas nama
Wajib Pajak (WD)
Nop
Alamat Obyek Pzjak

L=/ Jalan

De=a'Kal
Nomer SFFT

Tumlah Pajak Terutanz Ry

Mengajukan Keberatan ataz PEB Terutans tersebut diatas, dengan alazan adalah :
1

-

3.

Sebagal bahan pertimbanzan bersama i terlamprr doburmen, antara lam -
a. Foto kopi TP Wajib Pajak’ pamchon;

b, Surat Kuzsa bagi yang diben kuasa;

c. SPPT PBE tzhun barjalan;

d. Bukii Pelunzsan PEB 5 (limz) Tzhun sebalonmnya;

e. Foto kepi Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atzs Tanzh;
£ Foto kopi [jin Mendirikan Banzunan (IME);

g Surat Keterangan dari Lurah/Bepala Desa;

Demikian kami sampaikan dengan data dan keadaan vang sebenar-benamya. Atas dikabuolkannya permohonan ini
dincapkan terima kasih,
Wajth Pajak / Kuazanya®)

(Nama Jelas)
Nomer HP. »_
MB. l. Pengajuan Percrangan Satu Surat permobonan untuk satu SPPT
1/‘1 L - — A
|/ o A o ) — = B

CHINTYA INSANT ! 7 - ' FRENDY ;os UA MULIA
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FORM-04

Namor ...

Lamp. : terlampir

Penhal : Permohonan Pensuransan FBB

ptamgeal

Eepada :

Wth Bupati Kulon Prego
melalui Kepala BKAD Kab. Kulon Prege

Di-
Wates
Yang bertanda tangan di bawah mi, saya -

MNama
Alamat (langkap)
Bertindak dan atan Sebagzai Wajibk Pajzk ztas PEE Tahun ... dengan afas nama
Tzjib Pajak (W)
MNOop
Alamat Obyek Pajak
Drusun/Talan
DesaKel
Kecamatan
Namar SPFT

Jumlzh Pajak Terutanzg ~ Ep.

Mengajukan Pengurangan atas PBE Terutang tersebut diatas, dengan alazan adalah :
2
3

Sebagai bahan pertimbanzan bersama in: terlampir dokumen, antara lam -
a. Foto kopi KTP Wajib Pajak’ pamchon;

b. Daftar Penghasilan, yang diketahui oleh Instansi berwenang (untok LVEL Pensiuman);
c. Foto kopi SK Pensiman, yang diterbitkan oleh mstansi berwenang;

d  EKeteranzan Eepailitan, dar mstansi yang berwenang;

e. Foto copy SPT PPh (unfuk wajib pajak badan);

£ SPPT ash;

E. Surat Ksteranzan dan Lurah/Fepala Deza;

b Bukii Pelunasan PBB 5 (limz) Tahun sebelumnya;

Demikian kami sampatkan dengan data dan keadazn yang sebenar-benamya. Atas dikabulkannya permohonan mi
dincaplean terima kasih.

Wjib Pajak,

- (\*am_}.gh.;; —
Nomor HP. cooveccce

Y,

i i)
) 7,4 o - :—;7 L0
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FORM-05

Lamyp. : terlampiv

Perihal : Mutasi Obyek / Subyek Pajak PBB

Diberitahukzn dangan hormat, bahwa SFPT PEB untuk Tahum

Wajik Pajak (WE)

HOP

Alamat WP
Dusun/Talan
DazaBel
Kecamatan

Jumlzh Pajak Temtanz ~ Ep.

Telah kami terima pada  Tanggal

MWaroun berhubungs pada Tangzal

Hama

Yang baralamat di
DruzunTalan
De=aKel
Kecamatan
Eab/ kota

Untuk

Tanzh / Burm zeluas
Banzunan selias
Dimchonkan Mulai Th.

- Bulan

egtmmggal

Kepada -
Tth. Kepalza BEAD Kzbupaten Kulon Progo
Di-
Wates

atas nama

—

Tahm ...
cbvek tersabut helahkmm]ual sawakan' kontrakdan warishibah. lnepada

Lt
e

1. EPPTPBB selurubnya d.la.tzsuamaka.n pembeli / penyewa / pengontrak | penanma hibah! penerima warls

tersebut di atas, atau

. ZPPT PEB =sbagian diatasnamakan pembali / penyewa / pengonirak’ penerima hibah' penerima waris tarsebut
diatas dan sizanya masih fetzp atas nama Wajib Pajak Lama.

(Lingkaran nomor yang resumi}

Zebagai bahan pertimbangan bersama mi terlampir dokirmen antara lain :

2. Ash/ foto Copy®) 8FFT PEB tamm...

moee o o

Surat katerangan Lurzh/Kepala Diesa

Foto kopi KTP Wajib Pajak dan atan Surat Kua;.a I:apa'blla dikmasakan J;

Foto Copy Tanda Bukh Kepemilikan (Sertifikat) Penguacaan Pemanfaztan Tanah dan atau Bangunan;
Foto Copy KTF Pembeli / Panyewa / Pengontrak / penerinua hibah/' penerima waris J;

SPOP dan LEPOP vang telah diisl denzan benar dan lengkap;

Bukti Palunasan PEB 3 (lima) Tahun sebelunwrya;

Dernkian kam sampaikan dengan datz dan keadzan yang sebenar-benanma Atzs dikabulk=nnya permokionan

dineapkan terima kasih.

Vanz Menerima Mutasi (WE Baru),

1_ / _ﬁ, [ ,\+ gl ,\,../
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F. DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PBB-P2

KD PROFING KD DATI2 KD KECAMAT)

KD KELURAH KD BLOK[ND URUT|KD NS ORMOP NM WP SPRTTOTAL LUASTOTAL LUAS BNG KD KIS TANJKD KLS BNGALM OP|RW RT OF{ALM WP RW RT WP TOTAL NIOP TOTAL MIOL |KD ZNT PES TERHUTITHN PAIAK

BLOK 1
RU_RT RW_AT. Nio?
No 1iop NAMA WP SPPT LBUMI | LBNG ALM_OP e ALAMAT WP we | NOPEUMI KD_ENT |  METERANGAN
W ! 0 A
1 / - - Al -
i + PR Lrpmly ezl — o
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G. LAPORAN PENYAMPAIAN SPPT
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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGOD
EADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

o)
.Lﬂ?&ﬂﬂgw&?ﬁ?ﬂgﬁé‘ﬂqﬂﬂg& '71{
Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kuion Progo

Telp. {0274) 773221, Kode Pos 56651

Lampiran
Hal

. 4, - P 7
e Pl L H"ﬁ/ ey =
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: Segera

Mo

Wates,

ih.

Kepala Badan Keuvangan dan Aset

Daerah

Sebagai bagian dari preses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdecaan
dan Perkotaan (PBE P2} Tahun 2024 telah diaksanakan penyampaian Surat
Pemberitahuan Psjak Terutang (SPPT) PBE P2 Tahun 2024 oleh Pengeicla FBE P2
dan Petugas Pemungut PEB P2 Kalurahan/Kelurshan. Dalam rangks mawujudkan
tertib administrasi PBB F2 Kalurahan/eluraharn, kami laporkan penyampaian SPET
FEB P2 Tahun 2024 sebagai beritut:

Pedukuhan

SPFT
Tersampalkan

SPPT Belum
Telsampaikan

Total
SPPT

Alasan Belum
Tersampaikan

dst

Total

Demikisn laporan ini kami sampaikan agar menjadi perikza.

Hepalz Badan .e.la1ga‘n dan’Aset Daerak
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H. LAMPIRAN SPPT
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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG ~ AXUN:
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

00402994

ks
DIAAN MEIWUPANAN SUST) REPEAILIAN MAK |

NOP:
LETAK OJEK PAJAK NAMA DAN ALAMAT WA PAJAX
- NWP
__ORUEK PAIAX LUAS (") KELAS NP PR ' (o) TOTAL NJOP (Fp)
NJOP sebagsl dasar pengenaan POD «
NJOPTIR (NJOP Tidak Kena Pagak)  »
NIOP untk penghiungan POB .
PBB yang Terbutang -
PAAK UM DAN BANGUNAN YANG MARUS DIBAYAR (Rp)
JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
F T T V) KETERANGA
*) Pajak tarhutang dikenshan dends sebesar
1%perbutan, terhitung sejak tanggal
|atuh tempo SPPT
*) Plutang berdasarkan data § tahun
terakhir
Total yang befum dbayar
["TGL JATUM TEMPO :
TEMPAT PEMBAYARAN KEPALA
NAMA WP Diarma gt
Letan Oojek Pagsh Kapanewon Tanda Tangan
Kohsahan | Wadur shan
NOP e e rre———cam——_)
SPPT Thanfe. Nama Penarima
1 oot gy R =
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BAGIAN BELAKANG

Nama Petugas : Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

e
PERHATIAN
1. Apabita datam SPPT terdapal hal-hal yang meragukan (coretan,l-ex dan lain-Jain). Wajib Pajsk dopat
menghubungl Badan Keuangan dan Asel Daerai Kabupaten Kulon Progo.
2. Pajak yang lethutarg harus dbayir sekal gus solambat-lambatnya 6 {onam) bulan sojak diterimanya
Sural Pajak Vi {SPPT)inl. )
3. Pajakyang terhutang ha paxda Tempa yatan yang pada SPRT ini,
4 Buk B8y PP
a. Surat Setoran Pajak Daseah (SSPD) untuk pembaydean secar langsung aloy melaldl petugas
pomung,
b Bukt TP Elex
5 Apabia b, il dengan ui melaiul
BankKantor Pas, agar fajib Objek Pajak (NCP)
&  Paakyang gyang yarpada
bonkut
a % bulan d. » o Jene 1IN d don
b, gugh cengan STPD-PBB, dan datam hal STPD-PBD tdak diunasi, dlanjutkan dengan Surat
"aksa yang iy 0 y Najb Pajak.
7. Keberalan alas jum'ah pajak yang lemutang pada SPPT inl dapal dizjukan ko Badan Keuangan dan
Asel D; Kulon 2 3(¥ga) 99 SPPTinl.
3 pajak yang Karena kencsl tortenty Otjek Pajak yang ada
nwunganl ry3 dengan Waid Pajax dan alau karena sebab-sebad tertentu lalnnya, harus diajukan
2, 3 ok
a. Diterimanys SPPT i
. T R .
9. Baws EP R S :;”...q;=— ik b
Raltecsobut diusr kekuasaannya. o
0. P B Qurangan, tidak pajak.
11, Apabila Objek Pajak nkan in, baik Walib Pajak
ke B Aset Dacrah Kab Kump,ogo
12 NJOPRanyad X perolapan Pajk 8
13 Apaty: 20 s °
a ws:mm.mmnlmmmmjammmmsnwﬂ 1 Cktober 24 tanggat 31
Oiicber, bulan Il adalah tangga! 1 Nopember 518 30 Nopember, dut.
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I. CONTOH FORMAT SKPD

RINTAH KABUPATEN KULON PROGO SKPD No. SKPD :
| KEUANGAN DAN ASET (SURAT KETETAPAN PAJAK

DAERAH) Kode Bayar

: [Makilan No. 1 Wates Masa Pajak :

Telp (0274) 773221 Tahun Pajak :

I. Identitas Wajib Pajak

NPWPD :

Nama :

IAlamat

NIOP

Nama Objek :

IAlamat Objek :

II. Tgl. Jatuh Tempo Pembayaran

NO. |[KODE REKENING URAIJAN JUMLAH (Rp.)

1. [4.1.01.12.01.0001 - Pajak Air Tanah 0
- Pajak Air Tanah

Perhitungan Pajak Air Tanah ditetapkan sebagai berikut :
Perhitungan : Total NPA x Tarif Pajak

: 0,00 X 0%
:Rp.o
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak| o
Jumlah Sanksi a. Bunga| o
b. Kenaikan| [
Jumlah Keseluruhan| 0|
[Dengan Huruf : # Nol #
PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank BPD DIY dengan menggunakan Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Kode Bayar.
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari
sejak SKPD ini ditetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% per bulan.
Wates, .ooovviviiiiiiiiiee
a.n, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
INIP. e
", e 7 5 TAB, — 0 - 1
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NPWPD
Nama Wajib Pajak
IAlamat

Nama Objek / Usaha
IAlamat Objek / Usaha

IYang Menerima,

2407201661102

TANDA TERIMA

Wates,

No. SKPD :
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J. CONTOH FORMAT SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. PERWAKILAN NO. 1, WATES

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
DAERAH) PAJAK RESTORAN

Kepada Yth :

Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kulon
Progo

di Wates

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK

2. Beri Nomor pab4 kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan
Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya

4. Keterlambatan Penyerahan pada tanggal tersebut diatas akan dilakukan
Penetapan secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan
Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment

1. DATA WAJIB PAJAK

NPWPD :
Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
NIOP

Nama Objek / Usaha
Alamat Objek

-~ o a0 T o

2. DATA OBJEK PAJAK (DIISI OLEH PENGUSAHA PAJAK RESTORAN)

Klasifikasi Usgha : 07 01. Pajak Restoran dan Sejenisnya
02. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
03. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
04. Pajak Kantin dan Sejenisnya
0s. Pajak Warung dan Sejenisnya
06. Pajak Bar dan Sejenisnya
07. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya

3. DIISI OLEH PENGUSAHA PAJAK RESTORAN SELF ASSESMENT

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya :
a. Masa Pajak

b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima):

c. Tarif Pajak (Sesuai Perda)
d. Pajak Terhutang (bx c)

2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan

foto copy dokumen) :
a. Masa Pajak

Rp. O,-
0 %
Rp. O,-

b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima): Rp. O,-

c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) 0 %

d. Pajak Terhutang (bx c) Rp. O,-
M’I .- e s \H 1B ‘.'-.'}P. C-"',? ",-‘/Jj.uﬂ
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4. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa
menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-
lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
Wates, 04 Juli 2024 Wajib Pajak

( BKAD )
K. CONTOH FORMAT SSPD
PEMERINTAH KAE. KULON PROGO SSPD Lembar
BKAD 1
KAEUPATEN KULON PROGO ( SURAT SETORAN PAJAK DAERAH )
JL Parwakilan No_1 Watse L LT — 1) Untuk Wajib Pajak
Telp. (0274) 773010, 773221 p=w. 1306

Nama 2

Alamat

NPWFD

Menyetor berdasarkan ¥) - ] SKPD [ STFD [ SK Pembetulan

[ SKPDKB [ SPTPD [ Lam-lam
[ SKPDKET [ SK Esheratan
MasaPajak : .. )] Tahum: .. No. Urut - ..
No Rekening Jeniz Pajak Jumlzh (Rp)
Jumlah Setoran Pajak
Dengan bumaf
£)
Fnens untuk Terasn Diterima olsh ©
Elzz Rregister Tands Tangan Pemga: BankTempar Pembavaran Penyetor
Pemgas Penerims Tangesl
Tands Tangzn :
.. MNamaTerapg ..o 10} L1y
“ Beri tanda  padz kotak [ sesusi denzan ketetapan vang dimilis
v, : A Cr e, — — 0
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PEMERINTAH KAB. KULON PROGO
BKAD
KABUPATEN KULON PROGO

L. Perwakilan No_1 Wates
Telp. (0274) 773010, 773221 psw. 1306

SSPD

{ SURAT SETORAN PAJAK DAERAH )
Tahun ]

Lembar

Untuk B¥AD malalui
Bank Tempat Pambayaran

Petmzss Penerims

Tangzal

Mzms Terang

Tapda Tangan :
T 10}

MasaPajak: .. ... b))} Tehm: .o 6) No. Ut : ...........T)
No Eekaning Jemis Pajak Jumlzh (Rp)
Jumlzh Setoran Pajak
Dengan hurof
E
Fnamz untuk Terzan Diterima oleh - erenney e eemcemenneeee 11}
Elas Rregister Tands Targan Pemgas Tempat Pembayaran Penyetor

",
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PEMERINTAH KAE KULON PROGOD SSPD Lembar 3
KAEUPATEN KULON PROGO ( SURAT SETORAN PAJAK DAERAH )
JL Porwakilan No_1 Watee Tahun .. - 1) Untuk DPPKA melakui
Telp. (0274) T73010, 773221 p=w. 1306 Bank Tsmpat Pambayaran
Mama
Alamaat
NPWPD
Memyotor bardasardom ¥) - () SEPD ) STED [ SE Pambotlan
() SKPDKE O epTED ) Lain-laim
[ SKPDEET [ SK Ksberatan
MasaPajak: ... 5) Tahom © ... &) No. Urut:............T)
No Rekeaning Jams Pajak Jumlzh (Bp)
Jumlah Setoran Pajak
Dengan horaf
g
Fong wetil Terase Diterims olek - 11y
K=z Rregister Tands Tanzan Pemgs:s Tempat Pembayaran Penyetor
Petuzz: Penerima Tanzzal :
Tanda Tangam ©
] MNamaTerang ..o 10 13
* Beritenda v padskotak [ sesusi denzan ketetapan vang dimilils
PEMERINTAH KAE KULON PROGOD SSPD Lembar
BKAD 4
KABUPATEN KULON PROGO { SURAT SETORAN PAJAK DAERAH )
JI. Perwakilan No_1 Wates Tahun 1) Untuk
Telp. (0274) 01 21 psw. 1306 Bank Tempat Pambayaran
HNama
Alamat
NPWFD
Menyetor berdasarkan ¥) ) SEFD ) sTFD [ SK Pembetulan
(] SKPDEB ) sPTPD O Lam-lam
[ SKEFDEBT [ SK Eeberatan
MasaPajak: ... <) Tehm: ... 6) No. Urat:...........T)
No Eekaning Jemis Pajzk Jumlzh (Rp)
Jumlah Setoran Pajak
Dengzan huruf
E
Pnsmg wetek Tersae Diterima olek - .11y
Elzs Fregister Tands Tanzan Pemgas Tempa: Pembayaran Penystor
Petuzas Pemerima Tanzzal :
Tanda Tangam :
........................ ) Mams Teramg ..o 10) P OOSESUROR . |
* Beri tanda 7 padz kotak () sesusi denzan ketetapen vans dimilil

1/‘1 - Af) f
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PETURIUK PENGISIAN
SURAT SETORAN PATAE DAFRAH (35FD)
NOMOER TUBAIAN ISIAN
1 Diisi tahun pajak periode penyetoran;
2 Diisi nama Wajib Pajak
3 Diisi alamst Wajib Pajaic
Kt Cilop jelas;
5 Diisi hMza=z pajek vang dizstorisn;
[ Diisi Tehon pajak;
7 Diisi nomor arot SSPD;
S Diisi denzzn huraf jumlzh setoran pajalc
@ Diisi nama jenis pajsk deersh vang ditstaplen
10 Cilop jelas;
1 Cilop jelas;
12 Diisi tands tangen dan nama wajib pejak atan vang diberi kusss sebagai pemyvetor
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO SSPD
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
JL. PERWAKILAN NO. 1, WATES Tahun : 2024 { No. SSPD : 14634
NPWPD : P.2.0001071.02.08
Nama WP : BKAD

Alamat We . JL. PERWAKILAN NO.1, WATES, KULON PROGO, RT. 000, RW. 000, DESA WATES, KEC. WATES,
KAB. KULON PROGO

NIOP : 02.02036.02.08
Nama Objek : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat Objek : JL. PERWAKILAN NO.1 WATES, KULON PROGO, RT. 000, RW. 000, DESA WATES, KEC. WATES
Menyetorkan berdasarkan *) : SKPD STPD ]:| Lain-lzin
SKPDT SPTPD
SKPDKB SK Pembetulan
SKPDKBT SK Keberatan
Masa Pajek : 01-06-2024 S/D 30-06-2024 Tahun : 2024 No. SPT/SKPD : 15710
NO. | KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1. |4.1.01.07.07.0001|- Pajak Restoran 11.080,00

- Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya

Jumlah Setoran Pajak 11.080,00
Dengan Huruf : # Sebelas Ribu Delapan Puluh Rupiah #

Uiterimar Oleh; Wates, 26-06-2024

Petugas Tempat Pembayaran
EE-I E Tanggal : 26-06-2024 Panyator,
"
A
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L. CONTOH FORMAT SKPDLB
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[~ FEMERINTAE KAH. KULON FEOGO

NPWPDMIENOP

Mama: Pajak

. Dari Pamerilcszan stan ketecanzm lam tarsebut di atas, penshitingan jumlah lebih bayar yang sshamsnyva tidsk

terutens adalah sebazai berios -
1. Dasz Pengenzan

3. Eredit Pajak:
& Setoren yag dilalodoan
b. Lain-lain

vang san datag hotang pajak
5. Samdsi Adwminisirasi:

@ Bung (Pusal ..[..)}
b, Eanaikan (Pasal .. (.}

. Dimrangi kompensasi kelebihan ke tahan

4. humlah Pajak yang dape: dikreditcan (a-+t+c)
Tumizh Eelebihan Pershayeran Polok Pyjak (3d-I):

JFp 0
Bp o

¢ Jumbih Sanksi Administrasi (a+0)
. Tumizh lebih baye yang schan=nys tidsk tenstang (4-5c)

SKPDLEB
BEAD [Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) No. Urut
KABUPATEN KULON PROGO Maz: Fajak -
JL Perwakilaa No.l Wate: Tahwn - D:‘:‘:I:D
Nama
Alzmat

HNal.

Deangan buruf

PERHATIAN

Penzembalizn Kelehihan Pajak dilsdoken peda Ess Dasrch dengan mengmmakon Svrat Perintah Menhayar
Eelsbihan Pajakc (SPAMEP) dan Surst Perintah Mengeluarcan Usng (SEAU)

Eulm Pmoga,
Eapels BEAD

Nama.

Fnlon Progo,
Vemz b lemerima,

) ey
'ﬁ T %;\.-/
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PETUNTUE PENGISIAN
SURAT EETETAPAN PATAK LFETH BAYAR (3KFLE)
NOMOR URATAN ISIAN
2 Disi talnm periode SEPDLE diterbitican
3 Diisi pormar wut SEPDLE diterbithean
4 Diiizi denzan MNams Waiib Pajak;
3 Diizi dengae Alamst Wajih Pajaks
§ Diiisi kode MEWPD Wajib Pzjak Penerima SERFDLE;
7 Drizzi tanzzal tersichir pajsk harns dibayar
g Diisi noreor rekening jeniz pajsk desrzh vang ditstaphon
@ D[hisi nams jemis pajek deerah vans ditstaphkan
10 Dizsi dasar pemzenaan pajak hasil dari pemerficssm stan keterangan lam:
11 Dhizi ponlzh pajek vans ssham=mys dibayar;
12 Diisi sstorsn vans telah dilskmioer sehehmm SEPDLE dierbitian;
13 Dhzsi jurelszh setoras lsin yans dapst dikoedition selain a;
14 Diisi bnttans pajak yane dimilia Wajik Pajalc
15 Cukmp jelas;
16 Cloup jeles:
17 Disi bnnza yang diberdosn kepads wajilh pajak hasil perbifomesn lebilh bayar;
18 Dvitsi kenaiicar terfemtn stas pajek lebih bayer yans diberiicn kepada Wajit Pajaic
12 Culup jelas;
2 Culoup jelas;
2 Diisi den=zm orof jumlsh lehik bayar yvans sehamanys tdsk tenttans:
2 Diiizi tempar. tangzal dan tahm SEPDLE ditetsplon
23 Dzl pams pejshat yans bernenzns menandstanzan SEPDLE;
24 Culup jelas;
25 Culup jelas;
2 Culup jelas;
Ir Culoup jelzs;
28 Cukmp jelas;
2 Diisi temmpat dan tenszal suret diterims
30 Diisi tands tanssn dan nama Wajib Pajak sian kpssarvs vans menerima SEPDLE.
1/.‘1 . e P B — Al
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M. CONTOH FORMAT SKPDN
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PEMERINTAH EABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ahdae’' ' o

vy doaspangme wip

Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Prozo
Telepon (1274) 173221, Faksimile (1274) 773221
" =0.id/, Email: bk

Website: https:/bkad

go.id

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

Memor ..

)

Tangzal Panerbitan )

Berdaszarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor § Tzhun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Eetribuzi Daerah, telah dilakukan pemerikzaan kewajiban Pajak terhadap:

A WAJB PATAK:

T Tama Wajib Pajak

1. NFWFD

3. Alamat LR

4. KalurshanDeza 7 Kabupaten.

5. Kapanewon/Kecamatan| : E. Provinsi ...

Atas Pambayaran Pajak Daerah

Nomer: Tanggal:

B.OBJEK PAJAK:

1. Jeniz Pajak JBS e

e (11

2. Lokasi Objek Pajak [ 5 RTREW .. _(13)
12

3. Kalurahan - __.(14) 6. Kabupaten (15

4. Kazpanewon (18 7. Provinsi (17

sebagai berikut :

I Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di ates, jumlah yang masih harus dibayar

adalah

1. Pajak vang seharusnya terutang: Tanf Pajak.....

% x Rp.

2. Pajak yang seharusnya dibayar

3 Pajak yang telah dibayar tanzgal .

T Pajak yanz lebih bayar (3-2)

5 Penzurang (utanz pajak laimnya)

6. Jumlah pengembalian (4-3)

giidlaaia

[REPALA, (1

Kepada Tth . [Diterima tanggal (21) Olsh
(2%
14)
(Mama Lengkap & tanda tangan)
Di (23)
) LA B Ayl
;ﬁ‘ - LA R f) ,—r é/
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FETUNJUK PENGISIAN SKFDN

Angka (1) : diisi Nomor SKPON yang diterbitkan
Angka (2) @ diisi Tanggal SKPDN

Angka (3) : diisi Nama Wajib Pajak

Angka (4) : diisi NPWPD Wajib Pajak

Angka (5) : diisi Alamat Wajib Pajak

Angka (6) : diisi RT / RW Domisili Wajib Pajak
Angka (7] : diisi Kalurahan Domisili Wajib Pajak
Angka (8) : diisi Kabupaten Domisili Wajib Pajak
Angka (9) : diisi Kapanewon Domisili Wajib Pajak

Angka (10) : diisi Provinsi Domisili Wajib Pajak

Angka (11) : diisi Jenis yang diperiksa

Angka  (12) : diisi Alamat Objek Pajak

Angka (13) : diisi RT / RW Objek Pajak

Angka (14) : diisi Kalurahan Objek Pajak

Angka (15) : diisi Kabupaten Objek Pajak

Angka (16) : diisi Kapanewon Objek Pajak

Angka (17) : diisi Provinsi Ohbjek Pajak

Angka (18) : diisi Badan yang mengampu ketugasan dibidang pajak daerah
Angka (19) : diisi nama Kelapa Badan

Angka  (20) : diisi NIP Kepala Badan

Angka (21) : diisi tanggal penerimaan surat oleh Wajib Pajak/Kuasanya
Angka (22) : diisi nama Wajib Pajak

Angka  (23) : diisi kota domisili Wajib Pajak

Angka  (24) : diisi tanda tangan dan nama terang penerima surat
14 ’ f
L S - |
1 + A Sy ok == £
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N. CONTOH FORMAT SKPDKB

Al ERINTAH KABUPATEN KULON SKPDKB
T PROGO SURAT KETETAPAN No. SKPDKB :
ADAN KEUANGAN DAN ASET PAJAK DAERAH
; DAERAH KURANG BAYAR Kode Bayar
J1. Perwakilan No. 1 Telp/Fax (0274) Masa Pajak : ...... S/D .....
773221, Wates Tahun Pajak : ....
NPWPD :P.O
Nama :
IAlamat
NIOP
Nama Objek
IAlamat Objek
Tanggal Jatuh Tempo
I. Berdasarkan Undang-undang No. ... Tahun ..... telah dilakukan pemeriksaan atau
keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
Kode Rekening : || Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
Nama Pajak : Pajak Restoran

Il. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang
harus dibayar adalah sebagai berikut :
1. Dasar Pengenaan Rp. 0
2. Pajak yang terhutang Rp. 0
3. Kredit Pajak
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp. O
b. Setoran yang dilakukan Rp. 0
c. Lain-lain Rp. 0
d. Jumlah yang dapat dikreditkan Rp. 0
Rp. 0
5. Sanksi administrasi
a. Bunga (Psl 9(1)) Rp. 0
b. Kenaikan (Psl 9(5)) Rp. 0
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) Rp.
6. Jumlah yang masih dibayarkan Rp. 0

Dengan Huruf : # Nol #

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak
SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

W,

I i)
1 : oA o) Tl — — gy
crvTod sant ‘ﬁ‘ LA @_3\.--/ Iy Bail! f/ ___.:'ff“»;_& ;‘-T (__,__‘f... .o?l-_ab'/
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Wates,
a.n, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN DANPENETAPAN PAJAK DAERAH

NIP. ..

O. CONTOH FORMAT SKPDKBT

] PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGOD
BADAN KEUANGAMN DAN ASET
DAERAH

SKPDKBT

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Ho. SKPDKBT - 1

pelaksanaan kewajiban :
Kode Rekening

KURANG BAYAR TAMBAHAN Kode Bayar
JL. Perwakilan Ho. 1 Telp/Fax (0274) Masza Pajak : 5/D
‘773111, Wates Tahun Pajak :
NPWFD 1RO
Nama :
Alamat
HIOP
Nama Objek
Alamat Objek
Tanggal Jatuh Tempo
1. Berd kan Pasal 9 Undang-undang Ne. 18 Tahun 1997 telah dilakukanp k atauk lain atas

: 0| Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya

'
'

'

i

' Nama Pajak : Pajak Restoran

'

! Il. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai
' berikut :

' 1. Dasar Pengenaan Rp. 0
! 2. Pajak yang terhutang Rp. 0
' 3. Kredit Pajak

' 3. Setoran yang dilakukan Fp. o

' b. Lain-lain Rp. 0

' . Kompensasi kelebihan dari tahun sebel Fp. ¥}

' d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp. o

' 4, Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) Rp. Q
' 5. Sanksi administrasi

' a. Bunga (PsL9(1)) Rp. 0

H b. Kenaikan (Psl 9(5)) Rp. 0

' . Jumlah sanksi administrasi (a=b) Rp. 0
! 6. Jumlah yang masih dibayarkan (4+5c) Rp. 0

Dengan Huruf @ # Nol #

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah
(S5PD)

7. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

WELES, +vevvvrrrererenraneen

a.n, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN DAN
PENETAPAN PAJAK DAERAH

Mama
HIP. ...
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P. CONTOH FORMAT STPD
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FEMERINTAH KABURATEM KULON PROGO
BADAH KEUANGAMN DAM ASET DAERAH
L perwakilan Mo, 1 wates

TelpsFax (0274) 773221

STPD

(SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)

Masa Pajak  : 01-04-2024 5/D 30-04-2024 E
Tahun Pajak 2024

Hama

Alamat

taop

Hama Objek
Alamat Objek
Mo, Ketetapan

Tal. Ketetapan
Tal satuh Tempa

|. Berdasarkan Pasal 100 Undang-undang Momor 28 Tahun 2005 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas
pelaksanaan kewajiban :
Kode Rekening -0
Mama Rekening  : Pajak Restoran dan Sejenisnya

I. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlsh yang masin harus dibayar adalah sebagai berikut -

Pajak yang kurang bayar Fp.

1. sanksi administrasi
= EBunga [0 Bulan x 1% x 0)
b Jumlah Sanksi Administrasi

3. Fajak yang Kurarg Eayar

EEF

Dengan huruf :
sebelas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah

PERHATIAN -

1. Harap penyetoran dilakukan melalui 8ank BPD DIY dengan menggunakan Kode Bayar yang tertera pada surat Tagihan Pajak Daerah (STFD).

2. apakila STPD ini ticak atau kurang dibayar s=telah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STFD ini diterima dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 1% per bulan

Wates,
AN KEPALA BADAM KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KEPALA EIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN DAN
PENETAPAN PAJAK DAERAH

HOMOR -

TANDA TERIMA
HPWPD B
HNama N
slamat

# Catatan : jika sudah malalukan pembayaran moheon STPD ini diabaikan

i ey - —
_ﬁ L 1 LQ.‘N‘/ ;JE))/T‘ H‘é/ - :_
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Q. CONTOH STPD TINDAK LANJUT PENELITIAN DAN/ATAU
PEMERIKSAAN

PEMEFINTAH KABUPATEN KULOXN PROGO SURAT TAGIHAN Hemer Urat
BADANEEUANGAN DAN ASET DAERAH PAJAK DAERAH
TAHUN ...

(0274) 77 1z
Website: hetps://blad kulonprosolab. go.id’, Email:
0.id

Nama
Alamat
NEWPD
Tanggal Jatuh Tempa:
I Berdasarkan Peraturam Daerah Eabupaten Eulon Progo Nomor ... Tahun ... tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dasrah, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atan keterangan lain atzs pelaksanaan
kewajiban :
NOPD
Tahun Pajzk
Ketetapan :
Tangzal jatuh tempo -

. Dan penelitian dan/arau pemeriksaan terszhul di atas, panghitungan jumiah yang masihnarus
dibayar adalah sebazai berikut :
1. Pajzk yang kurang dibayar Fp.. ... .. .. ..
2. Saek:i administrasi
Bunga .. .. % sebezar : Rp.._.... .
3. Jumlah varg masih haras dibayar (143} Rpo oo
Dengan huruf ...

PERHATIAN -
1. Penyetorar dilzkukan ke kas Daerak melalui tempat pembayaran yang ditunjuk
2,Apabila pembayaran atau pemvetoran melebihi batas waktn yangz ditenmkan, dikenakan sanksizesuai
ketentuan persturan perundeng-undangan.

Wates,
EEPALA,

gunting disini

Nomor STPD -
TANDA TERIMA
NPWFD
Nama
Alamat
Wates,
Yang menerima

EUPATIEULCON PROGO,

1y . Al 1Sl T, — L) -
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R. CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN
REKLAME
A. SURAT PERMOHONAN [ZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Nomor Kepada
Lampiran : Yth. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Perihal : Permohonan Izin Eabupaten Kulon Progo
Penyel, Rekl di WATES
Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama % Pasang Baru 0
Alamat = Perpanjangan [
No. Telp/Hp
Nama
Perusahaan
Ridang Usaha
Mohon izin untuk memasang reklame :
’ Jenis
o E I . N . A
No Jenis Reklame | Ukuran | Jumlah o Reklame Ukuran | Jumilah
1. | Papan Nama 9. | Selebaran
2. | Humaf Timbul 10. | Udara
3. | Baliho 11. | Apung
4. | Billboard 12. | Berjalan
5. | Shopsign/ NB 13. | Film/Slide
6. | Megatron /Video 14. | Suara
7. | Kain [Spanduk) 15. | Peragaan
8. | Melekat / Stiker
Sudut Pandang ;
1 Segala 5 S5 Satu
Ach o 3 TigaArah [ Arih o
Z Empat 4 Dua
Arah Arah
Tempat pemasangan :
1. Lokasi Dusun : .
2. Jalan Desa ]
BT .o f BWoiinis KeCamatar § ... o o umsassooncseisssnanas
Kawasan : 0 Khuosus 0 Perumahan 0 Terbuka
0 Campuran 0 Pariwlsata o Perindustrian
O Perdagangan 0 Pendidikan
0 Pertokoan 0 Perkanioran
Fungsi.lalan |0  Arteri Primer 0 Kaolektor Primer O Lokal
’ O Arter O Kolektor
Selumder Sekunder
Ketinggian reklame : 1. Dari Permukaan/Baien Jalan s/d Bagian Bawah Heklame :
2, Dasi Trotoar/Behu Jalan s/d Bagian Bawah Reldlame
Lames Fi gan ; 1. Hari/Minggu/ Bulan { Tahumn,
2. Terhining Mulai Tgl/Bl/Th .. . afd Tgl/Bl/Th:
Isi Reklame :
Keterangan Lain
Telah dikoreksi, pada tanggal @ Pemohon.
Oleh Petugas,
( ) o )
W ~ . . A0
1y A L,WL:‘{\,-./ 5/ ,nh A — ? '_"?l) y/
7 1 \ Ly’ I = ov
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C. BIAYA STANDAR, FROSERTASE BIAYA PEMELIHARAAN, DAN NILAI KEOFISIEN
BIAYA PEMBUATAN KOEFISIEN JENIS
NS e BIAYA Ve 5 KOEFISIEN LAMA PEMASANGAN
NO. [ JENIS REKLAME | DAN PEMASANGAN PEMELIHARAAN RJ:..I\I...AMI'_ ic2)
|Rp per md) (51
1 |Papan Nama 100.000,00 10% 0,7 1 < 1 minggu 10
2 | Megatron 2.500.000,00 0% 1 2 Tmga/d<2mg
3 | Billboard B00.000,00 10% 1 E] Zmge/d=1bl 2.5
4 [ Baliho 160.000,00 10% 1 E] 1blsjd<2®bl 1.8
5 | Shopsign (Cahaya) 115.000,00 10% 0.7 5 2bls/d=<4bl 1.4
6 | Kain (Spandul) 10.000,00 0% 07 & 4blsjd<6bl ]
T | Huruf Timbul 130.000,00 10% 0,7 7 6hla/dlth 1
D. BOBOT DAN NILAI LOKASI
Babot Kawasan Ukuran Reklume Sudut Pan, Fungei Jalan
A0 50%: 5% 5%
Nilai Nilai Sudut Nilai Nilai
No Tempat Pemasangan | Nilai Titik M2 Hilai Titik | Panda Nilai Titik Fungsi Jalan Nilai Titik
1 Kawasan Khusus 10 4 =>3 10 5 Segala Arah 10 0.5 |Arteni Primer 10 0.5
2 Kawasan Campursn 9 36 | w.<mp El 4.5 |Empat Arah | 8 0.4 | Arteri Sekunder & 0.4
3 Kawasan
il 8 3.2 17.5 - < 20 S 4 Tiga Arah L] 0.3 | Kolektor Primer 2] 03
i Kalektor
Pertakoan 2.8 7 3.5 |Dua Amh A 0.2 | Seleunder 4 0.2
{awasan Perumahsn 2.4 G 3 | Sata Arah 2 (.1 | Lokal 2 .1
tawasan Parwisars 2
tawasan Pendidilkan 1.6 4 2
3 1.2 g 1.5
Terbuka F 0.8 2 1
10 | Kawasan
Perindusirian 1 0.4 <28 1 0.5
E. PENETAPAN LOKASI, TINGKAT STRATEGIS, DAN FUNGSI JALAN
Nilai 10 Nidai 0 Nitai 8
TS | TS TS | TS TS| T
T Hawnsan Rbusus | T Fawannn Campurnn | [ Kawnsan Perdagangen |
A Julan Jogla - Purworefo T Eopanfang Jalun Yogya - BIH |RP | 1. Romplck Rike Gawok Walcs SR | kP
1. dembatan Bartur dalams codion 350 | STR | AP Furwarein dalam Wikayah 2, Runs Jalan Simparg Tiga SR kP
i jembnian e sl wilayl Habupaten Rulon Proge das Sentolo ~ Fapah STR | EP
Kabuparen Kulon Progo. iJﬂ'-"hn'-m Ban he WPNIETH?“‘ 3. Ruoas Jalan Pertigaan Senwlo - |STR | KR
3. Simpeng Tigs Mpeplang Seumls s | ap tan peovinsi i Temon diliar Panah
o i = a 5 e
dalam radius 200 m dacd a3 o Pl Bl STR | KP | 4. Rues Jalan Simpang Empar
Simpoanz Tiga, ge |ap | L elam dakm Kot Wates diluar N . Pusar Zeat
3. Tikungan Serut Sentolo dalam aren knwnsan Rhuse yoitu irosiin- T e e
radiug 100 m dari os tikongan o = Jalun Brigien Katumao Nanggulan.
4. Simpeng Tiga Sentcho dalam rodms - | STR | AR . Jalan Diponegoro
200 m diri as Simparig Tiga & dainn Gadingan - Mitihnn —
5. Simpeng Tiga Kenterng Npangsrung, | STR | AP Tetey Timur
Sentolo dalam radius 250 m dari as d. Jalan Sutijab Wates,
Simpang Tigu = Jalan M. Daswans Wates
. Simpang Tiga Milir datam radius STR | AP T Jalun Mutihian - Pasar Wazes.
250 m dari as simpang tigs. 3
7. Simpeng Lima Korangnongio Wates | o 3 n.
datam raius 250 m dari as s | L
Sumpang Lima. J
4. simpong Tiga Terminal Wares dalam | 3. Russ falan Serut Peogaaih —
radius 250 m dari Simpars Tig, STR | AF Milis. STR | KP
9. Tikungnn Dungeong Wates dalnm 4. Russ Jalan Dayakon - Pongasth, | STR | KP
rackius 200 m dari as tikumgan STR | AP
10. Simpang Tiga Dalsngan Trihoric
Warea dalam radls 150 | dadiae | STR | AP
Smpang Tiga
11, Sirnpuery, Tagn Tayan Tribnrjo Wates
dakam radius 250 1 dart as .
E & Tiga R |
12, Skenpons Empa ke Funial
lagah Temon dalam radius 100 m | STR | AP
dari as Simpeng Empar.

4

f / ) - AL
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13, Bnpung Tigs Panghalon Congat ETR | AP
dalam radius 100 m dari as
Simpang Tigs dan sampai batas
wikayah Kabupaten Kulon Progo.
8, Jalan Brosot - Tovan
1. Jembatan Srandakan dalam adius
280 m Aari jembatan ke arah BTR | AP
wilaynh Kabarparen Kulon Progn
2. Simpang Tigs Tugn Brosot Galur
dalnm radius 250 m dari na STR | AF
Simping Tiga.
3. Bimpang Empat Nagung Waten STR AP
dnlmm 150 inx
Simpang Empat
STR | AP
pat Deleso Kalibawang | STR | AP
Nilai 7 TS [TJ Nilii 6 T. [TJ3 Nilai 5 TS [TJ
3
[ Rawrsan Periokes | { Kz F 1 [ Kawasan Pariwisatn |
1. Rues Jalan Nagung - Jembatan SR | AFJK — S 1. Rampiek Panta Glagah, E ES
Bendu P - 2. Komplek Pantai Congor. K KS
2. Ruas Jalan Karsngnonghkn - TR 3. Komplek Pantai Trisilc K KS
Nagtini STR | KS/K 4. Komplek Wadik Sesmo, K |Ks
3. Jalan dalam Kota Wates di lusr P 5. Koroplek Gua Kiskenda, K L
area kmwasan Khusus yaitu -
a. Jalan Brigen Katamso
b. Jalan Dipenegam.
e Jalan Gadingan — Mutihan -
Teteg Timur.
. Jalan Sutifab Wates
e. Jalan M. Dawam Wates,
£ Jalan Mutihan — Pasar Wares,
g Jolan Tentara Pelajar Wates.
13
Nitai 4 T [T Nitat 3 T Nilad 2 s [l
s
| Kawasan Eowasan 1 [ Kowasen Terbuks |
1, Ruag Jalan Serut - Jalan K8 1. Congot | Jalan Deandeles | K AP
Sugiman - Teteg Timmr - Jalan 2. Ruas Jalan Tereg Barar — RS0 Wates — 8 K3
Perwakilan Teteg Haral Kok K KB
2, Ruas Jalnn Phaysngkera - Jalan KS | 2. Ruas jalen S60 - Clereng. [
Adhiyakiss - Jalan Tamtams - 4. Russ Jalan Scrang - Papah, K |KS
Jalan 3. Parman - Teteg Barat, 5. Ruas Jalan Kepek - Kaliman; E KP
6, Ruas jalen Cdeimntye - Jenti, g AP
7. Buas Jalan Ngeplang - Simpang Empat
Kenteng Nanggulan E AR
&, Russ.Julan Simpang Empat Kenteng
Manpgulan — Klangon Kalibawang 8 A5
9. Ruas jalan Deksa - Plono Samigahah, K L
10.Ruas Jalan Nagung - Bugel B HE
11.Ruas Jalan Ngelo Sentolo — Brosol. K KS
12, Ruas Jalan Kenteng Nganggrong — K| s
Cangakan,
13, Runs Jalan Sudu - Girimulye — K KS
= jo. K|S
14 Ruas Jalan Jormbokan — Kokap, K L+
15.Ruas Jalan Jombokan — Pripsh.
16, Ruas Jalan Pasar Kenteng Nanggulan - | K KS
Plono Samigaluh.
17.Ruas jalan jo -
Keternngan:
TS = Tingkat Strategis AP = Arteri Primer KP = Kolektor Primner STR = Strutegis
FS = Fungsi Julan AS = Arteri Sekunder KS = Kolektor Selaunder 5 = Sedang
L =Llokal K =Kumng
! }
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F. Contan Perhituegan Fajak Rexdame.

1. Peritungan Aok Rekiame; Bilbosrd :

Subualh Riblarss poris Bilbo i dpasang i Do kia Kalibawang Riian khusus) dongan buain 4 m X Gm [28m" |, 1 fustu) mcha
engan sudut pandeng 2dual arah paca furgsi jal untuk ang! 6 butan 5d 1 1ahun.

. sebalum memghit gk Rl et B £, b ,
2, Bimyn Pembuton con Peeresmrgan (8RR} Aiboond per m = A, 0000000

2 Bizgn I =R ¢ Ay

3. Foefisien fama pemasangan (€2, 6- 2 tha = £

£, 1 T sl =4

Wil ik Siut pandiang S(ibear doasang (2 aran) = 0.2

. Nt Fig Pt Sk B dipasony dArtert Primer) 0,5

& Koefklan harga ik simpal (€3) = 1

sSR = {lums Aekizne X SPP/m? ) +| luas Reklame X BRfm’ |
=]

*ins xC1)
M e e usimpd

X Harga Tick Sim
Tielk Shmped . iad

NSR = 24 x 800000 | + i 24 X E0DO0 | + | NE e )
1
19200000+ 1820000 + (N5 X CL)
21120000 « (KN CI1)

 Harga Titlk Simgud
445402405 X Harga Ttk Simpul

537 X viaeg Tk Simpul

[FECE 00 00
00880
NS %o

sma i = L
Fath Nilsl Sewn Reklarneryn setagsl berkut:

. 0000 4 9E.30

= 21318950
Paja Reklama yang Terdtang -

2. Prrhitungan Prink Reklnme B,
Sebuah Reklame jenis Bakhe. l hamnd mxsm 20m' 1.2 (dual musa
dengin s g 1 {dwa orah pads eri Primer & bualan.

Hplhal gong hones Brkipme. E funf F, don byt G pdnlah;
. By Pranburtern dan Pémasangas [I0) Balita are m3 = Bp. 16000000

2 Wy Pemeitharon (BR] Iiboord g m © = Ap 160060 (10% sl 687

3 Koefiskn lamo poasangon (C3), 4 - < ko = 1

Al teik ket biitbosed dipasang (vowstn kusus) =4

B Nilei itk Sudlul pasdaris bilboard dipaiang (2 ora] = 1.7

. Mikad Ttk Fungs! Asian bilbeard cipasang (Artert Primer = 0.5

B, Koeskr hirga LRIE Simpsl {C1) = 1

Harge don Bt

[ [Lwas Rehlame W BFPfu | + | Luss Aekame X SPfm" | LN N El)
ez

4

/ _ 1L .-
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W s DALy g o et
NSRS o= Pl x ls0.000 | + 20 X 16000 * [ NS X0
L2000 4+ 0000 + (NS X CL)
A520.000 (e xcL)
NS LSOOI g kel
= S+ 02e0S X Harga Titk Simpul
9.8
X Harga Titk Simpul
x 100.000,00
x o
xra 58.980
wi ik larverrys waba g i bardut:
- 98,980 Pajak Reblame yang Tertang NSR L
723755918 X I5%
x 2mua oy
W A1,
| - PO iy Bk =
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S. CONTOH FORMAT REKAPITULASI PENYETORAN PAJAK HOTEL
DAN PAJAK RESTORAN (PERBUP NOMOR 86 TAHUN 2018)

1. Formsat Rekspitulasi Peny=toran Pajak Hotal dan Pajak Restoran

REKAPITULASI PENYETORAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
BULAN/MASA PAJAK -

TAHUN
Tgl. Penyetoran/ Nomor Nauma Restoran/Warung Makan/ Nominal Belarge Jumlak
pemindshbukuan Pemindahbukuan Katenng/Hotsl/ Py M dan Mine Pajak
1 2 3 4 S
Mengetabui: Wates,
Kepala Dinas/Badan/Bagisn/Kantor Bendshars Pengsluaran
NP NIP
14 I3 f
L / L )
1y - A ij/q\fn’ v U/@@]——-‘ = Féj.jv-j
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T. CONTOH SURAT PERMOHONAN ANGSURAN (PERBUP NOMOR 86
TAHUN 2018)

",
CHINTYA INSANT
AMELIA

KANWIL
KEMENTERIAN
HUKUM DIY

0. Surat Permohonun Angsuran

Perihal : Permohonan Angsuran

Hepada Yith.
Kepala BRAD Kab. Kulon Progo
Di Wates

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan Ji bawah ini
Mama Pemilik/Pengelola
Alamat

Bertindak untuk dan atas nama
Mama,/ Merak Usaha X
NFWFPD 7
Alamat ¥

mengakul masih mempunyal hutang pajak ates SKPD/SKPDRB/SKPDKBT*)
111 1o IRPE P S RO UUE it berfamlah RE .oooioiciaiinsmrianrens

Dengan ini saya mengajukan permononan agar kiranya huteng pajak
tersebut di atas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak ... |
........... | ) kali dengan masing-rmasing tersebut di bawah dan aken lunas

s:clmﬂ'm;m paling lambat tanggal ...
Rincian Angsuran
TANGGAL PENYETORAN JUMLAH ANGSURAN

Demikian permohonan saya dl:rl,mn harapan dapat dikabulkan,

Tanda Terima
a/n. Kepala BEAD Hormat Saya,
e e e A R e Pomchon

NIP

* Coret yang tidak perfu

t oot gy R =

d
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U. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
(PERBUP NOMOR 86 TAHUN 2018)

P. Surat Permoh P d Pembayaran

Parihal | Permohonan Penundaan Kepada Yth,
Pembayaran Kepala BKAD Kab. Kuion Progo
Sl e o D1 Wates

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah i ©

Nama Pemilik/Pengelola
Alamat

Bertindak untuk dan atas nama

Nama/Merak Usaha :
NPWPD
Alamat s
Telp.
Dengan i saya gajukan per P d pembayaran atas
SKPD/SKPDKE/SKPDKBT*) dengan nomor uriat .................. yang akan jatuh

tempo pada tanggal ... . agar kiranyva tanggal jatuh tempo
diperpanjang/ ditunda hingga tanggal SRR PTovH R s

Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ind

Demik permoh saya d harapan dspat dipenuh:
Tanda Tenma
A.n. Kepala BKAD Hormat Saya,
P E R R Pemohon
NIP.,

2} Coret yang tidak periu

Y ;
/ | .
I XA rmly bk — g
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V. CONTOH SURAT PERJANJIAN ANGSURAN (PERBUP NOMOR 86
TAHUN 2018)

",
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Q. Surat Perjanjian Angsuran

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Q BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jaian Perwakian No. 1 Tep (0274)773010 pesowst 238.237,255.200 Fax (0274)773221
WATES-55611

T ——
SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan di bawah mi
BRI R R R s A e
NPWFPD
Alamat

Bertindak dan atas nama
Nama o e an e R S K (A mnn S 3 £ A A S Snmm b
Alamat

Dengan in: menyarakan, ulah men)ampukan pe:mobonnn mgsuran

pemba\amn huumg pajak pads tanggal ... wees Sebanyak |
Gosicrioy .} kali angsuran terhadap Sumt Ketetapan Pajak vang telah
daumma.
A SKPDNo ... P ) SEROPIORe Rp
b. SKPDKB NO ..o, tel. ... o R
¢. SKPDKBT NO .....ccoov.e.. |, R S RO inecomsamidass ooy o
QL IIPD N viopsasinmvons Ml sovvissiqsissssvsesvs Db vawsecssans
o P R T RO Do
Pembayaran angsuran :
Angsuran Biaya Adm./ Jumlah
— Pokole =~ Bunga ~ Angsuran
a Tgl ... .-Angsuran I 3 B Kivraimns o TP e dop e ko b
c. Tgl wohngsuran T Ry, .. TR it Ciannnirae TRBe: ainisaiupassh dug

Jikka pernyataan pembayaran pada sub ! di atas tidak saya penuhi,
maka penagiban dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitshusn lebih
dahubu.

Mengetahut dan menyetuyu,
Kepals EKAD, Yang berjanji,

t oot gy R =
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ANITA MARTHASARI

KEMENKUM DIY

T

RONI MURYANTO
BUDI SANTOSO
BKAD KULON PROGO

oy
DEWI MASRIFAH

BKAD KABUPATEN
KULON PROGO

AGUSRIANTO, SH
BAGIAN HUKUM SETDA
KULON PROGO

<

ANDIKA
KANWIL KEMEN
HUKUM

p |f|
S
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W.CONTOH SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

(PERBUP NOMOR 86 TAHUN 2018)
R. Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Parwakdian No 1 Telp (0274)773010 pesawst 230 237 245,200 Fax (0274)773221
WATES-55011

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan di bawah i

Nama
Alamat
Telp.

Bertindak dan atas nama
Nama

NPWPD . Y PY IS I CPRA R ST
Alamat : e W

1. Dengan ini menyatakan telah menyamgpaikan permohonan penundaan

pembayaran hutang pajak pada tanggal ... ’ terhadap
SKPD/SKPDT/SKPDKB/ SKPDKBT") nomor urut jatuh tempo
tanggal ...................8)

2. Berdasarkan permononan di atas, maka telah discpakati bahwa
pembayaran atas hutang pajak di atas ditunda pembayarannya sampai
dengantanggal .......... AT T

3. Jika pernyataan pembayaran pada sub 2 di atas tidak saya penuhi, maka

penagihan dilakukan dengan Surat Paksa tanpa pemberitahuan lebih
dahulu

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala BKAD. Pemohon.

Y ;
/ ) .
{0 PR By o == ol
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X. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN
ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN (PERBUP NOMOR 86
TAHUN 2018)

8. Surat Pemberitah Penolakan A an/ P d Pembayaran

ngs

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalsn Perwaliian No. 1 Telp.{0274)773010 pesewst 230 237,255,200 Fax (0274)773221
WATES-55611

Kepada Yth
Bpk/Ibu/Sdr
[ - R S A e

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/
PENUNDAAN PEMBAYARAN *)

Nomor

lah kami pelajari  dan P bangkan, deng i
dibentahulon bahwa Surat Permohonan Angsuran/Penundsan Pembyaran *) Saudara
tertanggal ... nomor ... 5) dengan penuh hormat tidak
dapat kam: penuhi

Demikian agar Saudara memakium:
Kepala BKAD,
NIP.

*) Coret yang tidak pertu

4 ; ()
1 J - f
1 & A Ly Bk = g
CHINTYA INSANI FRENDY YOSUA MULIA
AMELIA ANITA MARTHASARI ~ RONI MURYANTO DEWI MASRIFAH AGUSRIANTO, SH ANDIKA PRATAMA SITUMEANG
BUDI SANTOSO BKAD KABUPATEN ~ BAGIAN HUKUM SETDA  gANWIL KEMEN BKAD KABUPATEN
KEMENTERIAN KEMENKUM DIY ~ BKAD KULON PROGO KULON PROGO KULON PROGO HUKUM KULON PROGO

HUKUM DIY

SOLEH JOKO
SUTOPO
KANWIL HUKUM
DIy

NI MADE WULAN
KANWIL
KEMENKUM DIY



Y. CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN, PENGURANGAN
ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF (PERBUP NOMOR
86 TAHUN 2018)

U. Surat Permohonan Pembetulan, Pengurngen atau Pembatalan Ketetapan Pajak
dan Pengurangan stan Penghapusan Sanksi Administratif

Nomor " " ‘ Kepada Yth

TP coonnmiicniiaies Kepala BKAD Kab. Kulon Progo

Perihal : Permohonan Pembetulan/
/Pengurangan/Pembatalan  di Wates
JPenghapusan Sanlsi Admi-
nistratif

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah m

Nama Penulik,/Pengelola

Alamat
Telp
Bertindak untuk dan atas nama
Nama/Merek Usaha
NPWFD
Alamat
Telp

Kam: gajulan P honan Pembetulan /Pembatalan /Pengurangan /
Penghapusan Sanksi Administratif atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/
SKPDLB/STPD *) NOMOF ......coimiiainnnnniimenrrmenne... DULARL . wee. Tahun
. . Jumlah Rp

Dengan Alasan

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami
ucapkan banyak terima kasih

Hormat Kami,
Pemohon

*) Coret yang tidak perfu
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CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN/PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI/KEBERATAN PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
)
Alamat : Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo

Telp : (0274) 773221, Fax : (0274) 773221
Website : https;//bkad.Kulonprogokab.go.id/, Email : bkad@kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR : ..... TAHUN ....

TENTANG
PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI/KEBERATANY)
PAJAK ...... WAJIB PAJAK ..... NPWPD ......

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Membaca : 1. Surat Permohonan perihal Penghapusan Sanksi
Administrasi atas Pajak ..... atas nama ....., tanggal ......

2. Laporan Hasil Penelitian atas Penghapusan Sanksi

Administrasi atas Pajak ....., tanggal ..... Nomor ......
Menimbang a.
b.
C.
Mengingat 1. Undang-undang Nomor .....;
2.
3.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan . Keputusan KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK ..... WAJIB PAJAK ..... NPWPD .....
o - ooy ply— =2 Al
e ANITA MARTHASART  RONI MURYANTO DEWI MASRIFAH AGUSRIANTO, SH ANDIKA A e e

. ﬂgj@gﬁw\] KANWIL BUDI SANTOSO BKAD KABUPATEN ~ BAGIAN HUKUM SETDA  kANWIL KEMEN BKAD KABUPATEN
KEMENKUM DIY ~ BKAD KULON PROGO KULON PROGO KULON PROGO HUKUM KULON PROGO

HUKUM DIY
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DIy
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KANWIL
KEMENKUM DIY



KESATU

KEDUA

Menghapus sanksi administrasi Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ..

Besarnya Pajak

terutang dengan

yang harus dibayar atas ketentuan

sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai

berikut.
Wajib Pajak
NPWPD
Alamat

dengan perincian sebagai berikut :

Uraian

(Rp)

Semula

Dikurangkan/
Dihapuskan

(Rp)

Menijadi
(Rp)

Pajak yang
tidak/kurang dibayar

Sanksi Administrasi

1. Bunga Pasal.......

2. Kenaikan Pasal....

3. Denda Pasal.......

Jumlah pajak yang
masih harus dibayar

KETIGA

Ditetapkan di Wates
pada tanggal .....

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

TAUFIQ AMRULLAH, ST, MM

Pembina Utama Muda,IV/c
NIP. 197004061999031003

Paraf Koordinasi

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:
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Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
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Z. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, PENGURANGAN
ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF (PERBUP NOMOR
86 TAHUN 2018)

V. Surat Keputusan Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan
Pajak dan Pengurangan atau Penghap Sanksi Administratif

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Jatan Parwakian No 1 Talp (0274)773010 pesawst 230, 237,255,200 Fax (0274)773221
WATES-65611

SURAT KEPUTUSAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
BOMOR 2 . i.oiaasiaaieidisiss

Tentang :
PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
DAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Membaca Surat Permohonan NOMOL ... .....oouiiiimiiniminiianiianianie
Atas Nama,
Alamat
NPWPD
Memmbang
Mengingat
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA Menerima Surat Permohonan Nomor ............v..
TROMIAE oo i iiadiadanss s nansanddsans

ACHE NGQIOR: 1 oy vvnsinssimnsssivsinasmnspmaasprpaoonss
Alamat

KEDUA Memenuhi psmbayaran sesuai dengan Surat Ketetapan
yang telah dibetulkan sebagaimana terlampir.

KETIGA Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat
Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperhunya

Ditetaplan di ;... ..iviiiienierinimisiia
Pada Tang®al | . iivrrimivrinme S RBARRRAN

Y ;
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AA. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBETULAN,
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
(PERBUP NOMOR 86 TAHUN 2018)

W. Surat Keputusan Penolakan Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan

Ketetapan Pajak dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administratif.

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalen Pecwaiclan No. 1 Telp (0274)773010 pesewet 238 237 255 208 Fax (0274)773221
WATES-55611

SURAT KEPUTUSAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR

Tentang
PENOLAKAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN

KETETAPAN PAJAK DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS!
ADMINISTRATIF

Membaca Surat Permohonan Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD
Memmbang
Mengingat
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA Menolak Surat Permohonan Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWED v
Berhubung
KEDUA Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan
yang telah diterima
iy / ~ Al
; - Ao By V=i = o
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KETIGA Apabila dikemudian han terdapat kekehruan dalam Surat

Kep ini akan diadakan pembetulan seperlunya
Ditetapkan di
Pada Tanggal
Kepala BKAD,
NIP

Wates, 19 Desember 2018
BUPAT! KULON PROGO,

Cap/od

HASTO WARDOYD

# et gy pka—
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BB. CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT PBB

FORM-06

NOMOK ..o e tanggal :

Lamp. : terlampir

Perihal : Permohonan Pembatalan SPPT KEPADA
PBB
Yth. Kepala BKAD Kabupaten Kulon
Progo
JI. Perwakilan No. 1 Wates,
Di-
WATES
Diberitahukan dengan hormat, bahwa SPPT PBB untuk Tahun ............... atas nama

Wajib Pajak (WP) @

NOP PR

Alamat WP
Dusun/Jalan PN
Kal/Kel PP
Kapanewon N

Nomor SPPT P

Jumlah Pajak RP.

Terutang

Dengan ini mengajukan permohonan pembatalan atas SPPT dimaksud, dikarenakan :
a) Obyek Untuk kepentingan umum / tanah negara / bebas pajak;
b) Terdapat pencatatan ganda (double) dengan SPPT PBB, atas nama :
Nama Wajib Pajak  : ...
Nomor SPPT P
Jumlah Pajak Terutang TSP
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen, antara lain :
a. SPPT Tahun Pajak bersangkutan;
b. Foto kopi KTP Wajib Pajak/ pemohon;
c. Foto kopi Tanda Bukti Kepemilikan (Sertifikat) /Penguasaan/Pemanfaatan atas
Tanah/bangunan)*;
Surat Keterangan dari Lurah;
Surat Kuasa bagi yang dikuasakan;
f. Data pendukung lainnya;

Demikian kami sampaikan dengan data dan keadaan yang sebenar-benarnya. Atas
dikabulkannya permohonan ini diucapkan terima kasih.
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*Fasilitas Umum
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